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 PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 




Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan ا
tidak dilambangkan 
 Ba b ب
Be 
 Ta t ت
Te 
 Sa ṡ ث
es (dengan titik di atas) 
 Jim j ج
Je 
 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 
bawah) 
 Kha kh خ
ka dan ha 
 Dal d د
De 
 Zal ż ذ
zet (dengan titik di atas) 
 Ra r ر
Er 
 Zai z ز
Zet 
 Sin s س
Es 
 Syin sy ش
es dan ye 
 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 
bawah) 
 Dad ḍ ض




 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 
bawah) 
 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 
 ain‘ ع
‘ apostrof terbalik 
 Gain G غ
Ge 
 Fa F ف
Ef 
 Qaf Q ق
Qi 
 Kaf K ك
Ka 
 Lam L ل
El 
 Mim M م
Em 
 Nun N ن
En 
 Wau W و
We 





 Ya Y ي
Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 kasrah I I اِ
 ḍammah U U ا ُ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 




 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 
 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 
Contoh: 
 kaifa : ك ي فَ 
لَ    haula : ه و 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 







 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
ā 
a dan garis di 
atas 
 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 
atas 






اتَ   mata :م 
م ىَ ر  : rama 
قِي لَ َ : qila 
تََُ ي ُمو  : yamutu  
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
لََِ َ ةَُا أل ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
ي ن ةَُا لف اَِضل ةََُ ِدَ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 





5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh:  
بَّن ا  rabbana :ر 
ي ن ا  najjainah :ن جَّ
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ
 al-biladu :ا ل بِال دُ
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 






a. Hamzah di Awal  
تَُ  umirtu : اُِمر 
b. Hamzah Tengah 
ََ ن   ta’muruna : ت أ ُمُرو 
c. Hamzah Akhir 
ء َ َش ي  : َ: Syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 






َ َ Dinullah ِدي ُنََّلاَّ  billah بِا َّلاَّ
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َََ ِةََّلاَّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah هُمَ   فِي 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Contoh: 
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 




swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
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Skripsi ini membahas mengenai Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal 
prespektif Maqashid al-Syariah. Dengan Pokok masalah yang diuraikan kedalam sub 
masalah yaitu: 1) Bagaimana Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Kewajiban 
Pendaftaran Sertifikasi Halal 2) Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Sertifikasi Halal 
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 
Tujuan dan Jenis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
tentang analisis maqashid al syariah terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal 
mengemukakan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal. Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data yang 
bersifat deskriptif, penulis menggunakan pendekatan normatif Penelitian ini tergolong 
library research dengan jenis penelitian deskripsi kualitatif, dimana data dikumpulkan 
dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis isi (content analysis) terhadap literatur 
yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian 
mengulas dan menyimpulkannya. 
Peneliti menemukan: 1)Maqashid Syariah terhadap kewajiban pendaftaran  
sertifikasi halal, secara substansialnya sebagai maslahah dengan kata lain yaitu 
kebaikan serta kesejahteraan dalam memberikan manfaat. Dalam Maqashid Syariah 
ada lima pokok tujuan di dalamnya, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa 
,memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara akal, yang esensinya terhadap 
kewajiban pendaftaran serfikikasi halal sangat berkaitan. Jadi kewajiban pendaftaran 
sertifikasi halal itu diharuskan sesuai dengan koridor kemaslahatan masyarakat yang 
tentunya memberikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qura’an serta tujuan 
Maqashid Syariah. 2) Mekanisme pendaftaran sertifikasi halal oleh badan 
penyelenggara jaminan produk halal tentunya membutuhkan tahapan yang begitu ketat 
yang prosedurnya memerlukan beberapa tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal 
itu. Meski demikian, mekanisme pendaftaran sertifikasi halal ini sudah sesuai dengan 
maqashid al-syariah. 
Implikasi dari penelitian ini yaitu: dengan adanya kewajiban pendaftran 
sertifikasi halal ini maka perlu pelaku usaha merespon dengan baik agar segera 







A. Latar Belakang Masalah 
Akulturasi budaya telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap  
masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pergeseran kesejahteraan masyarakat 
baik yang berkaitan dengan peningkatan maupun penurunan kemakmuran sehingga 
memberikan pengaruh yang begitu signifikan pada perubahan pola hidup serta 
perspektif masyarakat, khususnya untuk mengonsumsi makanan sehari-hari. Pola 
hidup masyarakat serta sudut pandangnya telah mengalami pergeseran, khususnya 
untuk mengonsumsi makanan serta minuman itu dan perlu direspon seluruh pihak 
yang memiliki keperluan yang berasal dari lingkungan bisnis serta yang beroperasi 
dalam bidang penyusunan kebijakan.  
Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat 2 
menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia memastikan kebebasan setiap 
warganya dalam menganut Agamnya sendiri serta beribadah sesuai Agama dan 
kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Tersebut bahwa 
Negara berkewajiban melindungi warga Indonesia serta seluruh tumpah darah 
Indonesia agar terwujudnya kesejahteraan umum. 
Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah ditambah 
dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, menjadikan Indonesia salah satu 
negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal. akan tetapi, 




Indonesia mempunyai total masyarakat Muslim sebesar 88,20% 207 juta jiwa.1 
Jadi pasar Indonesia adalah pasar pelanggan Muslim yang sangat tinggi. sehingga, 
kepastian produk halal merupakan hal sangat utama untuk memperoleh atensi oleh 
Negara. 
Banyak produk yang tidak memiliki sertifikat halal membuat pelanggan, 
khususnya yang beragama Muslim, susah dalam memisahkan antara produk yang 
sungguh-sungguh halal serta bisa dipakai berdasarkan syariat Islam dibandingkan 
produk yang tak halal.2 Berdasarkan informasi LPPOM MUI tahun 2007, total 
produk yang sudah tercatat sebagian besar berasal dari usaha yang telah memiliki 
brand di pasaran. 
Ada dua hal yang sangat diperhatikan Konsumen Muslim yakni kehalalan suatu 
produk yang sesuai dengan standar syariat Islam dan keamanan produk yang sudah 
sesuai dengan standarisasi kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut tentunya harus 
diperhatikan oleh kalangan produsen.3 
Mengonsumsi berdasarkan kepercayaan Agama Islam serta untuk mutu hidup 
adalah hak warga Negara yang ditanggung dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
terutama Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 
karena mengonsumsi yang halal sudah menjadi sebuah keharusan untuk muslim. 
Sebagaimana yang diartikan QS. Surah al-Baqarah/2:168. 
 
1Nadiah, Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label 
Halal Secara Ilegal, Skripsi (Jakarta : Syariah  dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah, 2014), h.1. 
2Fika Puspita dkk,  Kehalalan Produk Pangan, http:// aprienkurniawan04. Blogspot. Co.id/ 
2013/04/ makalah-pangan-halal. Html. (diakses21 Juli 2020) 
3Jabal Tarik Ibrahim dan Ainur Rahib, “Standarnisasi Sertifikat dan Lebelisasi Halal serta 
pengawasannya”, Jurnal Besar, (t.t..p. 1996), h iii. 





إِنَُّهۥ  يأَطَِٰنِۚ  ٱلشَّ ُخُطَوَِٰت  تَتَّبُِعواْ  َوََل  َطي ِباا  َحَلَٰٗلا  َۡرِض 
ٱۡلأ ِِف  ا  مِمَّ ُُكُواْ  ٱنلَّاُس  َها  يُّ
َ
َٰٓأ يَ
بنٌِي   ّٞ مُّ  لَُكمأ َعُدو 
 Terjemahanya: 
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi. Janganalah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh 
yang nyata bagimu”.4 
Kasus-kasus besar yang telah terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan 
kehalalan produk, yang berdampak kerugian sejumlah pihak serta mengakibatkan 
kegelisahan masyarakat. kejadian yang awal dimulai tahun 1998 yakni terdapat isu 
muatan lemak babi dalam sejumlah produk makanan, sementara kejadian berikutnya 
ditahun 2000.5 Yaitu peristiwa MSG Ajinomoto yang dulunya sudah disebutkan 
halal. Kemudian tahun 2009 umat muslim dikejutkan lagi dalam kejadian vaksin 
Maningitis jama’ah haji yang ada enzim babi. Muatan babi di temukan pada tahun 
2015 serta tambah mengejutkan masyarakat Muslim. Muatan itu yang ditemukan 
didalam racikan bumbu serta racikan basah rumah makan Solaria yang sudah 
memperoleh label halal di tahun 2014.6 Kasus yang terjadi yaitu mie instan tidak 
berlabel halal yang terjadi di kediri, Jawa Timur. Mie tersebut tidak memiliki label 
halal.7 dan kasus tahun 2019 yang menghebohkan masyarakat Padang ditemukannya 
 
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-karim dan terjemahannya (Solo: Tiga Serangkai, 
2018), h.25. 
5Muhammad Djakfar,  Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional  
dengan Syariah “Edisi Revisi”,  (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h.250. 
6http://bersamadakwah.net/temukan-kandungan-babi-muiakan-cabut-sertifikat halal-solar/ 
(Diakses 22 Juni 2020). 
7Miftakhul F.S, “Mie Instan Tanpa Lbel Halal Beredar Di Pasaran”. 
https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2017/mi-instan-tanpa-label-halal-beredar-di-pasaran/  




Sate yang berdaging babi.8 Tentunya konsumen sangat berhati-hati dalam 
mengonsumsi makanan karena banyaknya makanan yang beredar dipasaran tidak 
memiliki label halal. 
Apabila sebuah produk tanpa label halal, maka tentunya konsumen Muslim 
ragu untuk mengonsumsinya sehingga produk tersebut tidak akan memberikan 
keuntungan. Sebaliknya, jika berlabel halal maka bisa memacu pada konsumen 
Muslim agar membeli produk tersebut. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi 
pelaku usaha.9 
Memperhatikan keperluan itu serta dipacu komitmen untuk menjaga rakyat, 
karena Indonesia sebagai negara hukum, yang didalamnya termuat hukum Islam yang 
dimaksudkan adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu yang kemudian 
diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum berupa fikih, fatwa ulama, 
Undang-Undang. Salah satu produk pemikiran hukum Islam adalah fatwa, dan fatwa 
yang dimaksudkan adalah fatwa ulama, kemudian fatwa ulamanya yang dimaksud 
adalah fatwa lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI).10 Majelis Ulama Indonesia 
membentuk instansi penaksiran makanan, obat-obatan, serta kosmetik. Pada 6 Januari 
MUI (LPPOM MUI) menyampaikan dan mengupayakan jaminan tentang kehalalan 
sebuah produk makanan, obat-obatan serta kosmetik. LPPOM MUI memiliki 
 
8Dea, “Jual Ste Padang Mengandung Babi Pedangan Bisa Kena Pidana” , 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190131152416-12-365429/jual-sate-padang-mengandung-
babi-pedagang-bisa-kena-pidana (diakses 17 Januari 2021) 
9Muammar Muhammad Bakry dan Eko Saputra S, “Problematika Penyembelihan Ayam 
Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguhminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)”. Jurnal 
Shautuna Vol.1, No.2 (Mei 2020), h. 63 . http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/13720   (diakses 24 Januari 2021). 
10Supardin, “Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer”, Jurnal Al-Qadau Vol. 5  
No. 2 (Desember 2018), h.151. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-




aktivitas mensertifikasi halal pada produk makanan dari tahun 1994. Namun sejalan 
dengan hal itu tidak efektifnya penerapan LPPOM-MUI karena memberlakukan 
pendaftaran sertifikasi halal ini hanya berlaku secara sukarela saja bagi pelaku yang 
beritikad baik. 
Halal serta haram menjadi sesuatu yang sangat pokok menurut Islam, di 
sebabkan menjadi komponen substansi hukum Islam. Aturan untuk mengonsumsi 
pangan yang halal di al-Qur’an sebagai landasan tiap Muslim untuk menjaga serta 
menentukan saat mengonsumsi pangan yang halal.  Kehalalan suatu produk dapat kita 
ketahui dari 4 unsur, yakni: Halal ketika mendapatkannya, maksudnya didapatkan 
dari rejeki halal serta sesuai tuntunan Islam, Halal komposisi dasarnya. Yang berada 
diatas bumi adalah halal dikonsumsi selain sejumlah jenis binatang serta tumbuhan 
yang dilarang di dalam al-Qur’an, yakni daging busuk, darah, daging babi, di sembeli 
bukan atas nama Allah swt. Serta binatang yang mati karena dicekik, dihajar, jatuh, 
dan dimangsa hewan ganas yang belum punya waktu disembelih secara shari’i. 
Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah khmar. Ketika tahap mengolahnya tidak 
tercampur benda maupun binatang yang dilarang komposisinya, bahan pendukung, 
serta bahan penunjang wajib halal, higenis, dan memenuhi prosedur pembuatan 
makanan yang baik. Dalam hal ini tentunya produsen perlu memperhatikan proses 
dalam mengemasi makanan harus menggunakan bahan-bahan yang halal serta higenis 
dan dalam proses penyimpanan wajib mengikuti standarisasi yang sudah ditetapkan 
dalam Islam dan kriteria thayyib meliputi: makanan yang berkualitas dan bermutu. 
Pemberian label sertifikat halal dapat melindungi pelanggan dari beragam  
makanan yang tidak cocok dengan syariat Islam, terutama Indonesia yang mayoritas 




kelebihan pasar. Sertifikat halal menjadi poin penting untuk persaingan dalam pasar 
global. Pencantuman tanda halal bisa memberikan manfaat dalam menjaga produk 
dalam negeri dari banyaknya produk luar akibat pasar global. 
Komponen sistem kepastian halal perlu dijelaskan tertulis, antara lain: 
keputusan halal, pedoman halal, lembaga manajemen halal, Standar Operasional 
Prosedur, pedoman tehnis, tata administrasi, mekanisme dokumentasi, penyampaian, 
training, interaksi dari dalam serta luar, mekanisme pengaturan halal, perilaku 
pembenahan serta pengkajian kembali manajemen.11 Dalam mewujudkan jaminan 
kehalalan dan kepastian hukum dapat dilakukan dengan membuat sertifikat halal serta 
label halal yang mengiringi sebuah produk. Yang menjadi masalah, bagaimana 
memastikan bila sertifikat halal itu sesuai kaidah syariah yang ditentukan untuk 
kehalalan suatu produk, yaitu mengenai mekanisme pengaturan halal yang 
diaplikasikan sebuah perusahaan.  
Namun dengan tidak efektifnya pelaksanaan LPPOM-MUI terhadap penerapan 
sertifikasi halal ini maka Pemerintah telah mengambil tindakan cepat pada tanggal 17 
Oktober 2019 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan serta mengundangkan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. dengan 
diterbitkan Undang-Undang tersebut maka pelaku usaha diwajibkan mendaftarkan 
produknya ke BPJPH sesuai dengan Pasal 4 “Produk yang beredar di Indonesia Wajib 
bersertifikasi halal” aturan ini diterapkan seluruh produk terutama makanan dan 
minuman, termasuk hasil produksi Usaha Mikro, Kecil, dan wajib. Akan tetapi dalam 
pengaturan efektifnya berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019, mengacu pada Pasal 67 
 
11Husnul Agustin, “Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis, 
Normatif dan Sosiologi Hukum  Islam”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syriah dan Hukum UIN Sunan 




yaitu “ Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 mulai berlaku 5 tahun 
terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Dan sekarang kewajiban sertifikasi halal 
tersebut telah berlaku. 
Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta 
sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan 
untuk mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.12 Aturan melindungi 
konsumen itu memperoleh atensi sebab berkaitan dengan peraturan untuk 
memakmurkan masyarakat, selain masyarakat sebagai konsumen yang memperoleh 
proteksi, tetapi pengusaha pun memiliki kesamaan hak dalam memperoleh proteksi, 
semuanya terdapat hak serta kewajibannya. Untuk aktivitas usaha yang sehat ada 
kesimbangan proteksi hukum diantara pelanggan dan pengusaha. Jika proteksi yang 
ada tidak sesuai akan membuat pelanggan dalam kedudukan yang rentan bila produk 
yang diproduksi adalah tipe produk yang sangat limit, yang dapat mengakibatkan 
merugikan pelanggan. Di dalam al-Qur’an sudah rinci dejelaskan mengenai makanan 
yang haram sedangkan makanan yang halal tidak dijelaskan dalam al-Qur’an karena 
itulah mengapa Indonesia perlu mewajibkan pendaftaran sertifikasi halal ini dengan 
tujuan agar dapat melindungi konsumen muslim. 
Pemakaian label halal di Indonesia adalah hal yang gampang ditemui dipasaran, 
dalam produk pangan pada biasanya. Label halal terdapat pada suatu kemasan 
produk, akan memudahkan untuk mengidentifikasi suatu produk. Produk yang tidak 
jelas bahan baku pengolahannya dapat saja ditempati tulisan halal dikonsumsi 
padahal penentuan label halal tidak hanya bisa asal tempel di suatu produk, akan 
 




tetapi perlu diselenggarakan sesuai ketentuan syariat Islam yang mengikut sertakan 
para ahli dari beragam ahli Ilmu, yakni dari sisi Agama serta pengetahuan yang 
menunjang terseubut. 
Jadi penulis ingin meneliti dengan mendalam tentang pengaplikasian kewajiban 
pendaftaran sertifikasi halal pada beragam produk di Indonesia yang di analisa 
melalui maqashid syariah, seperti yang telah dijalankan BPJPH selaku instansi 
berkompeten dalam pelaksanaan jaminan halal sebuah produk di Indonesia. 
Dari pemikiran serta pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin 
mempelajari secara mendalam untuk melaksanakan penelitian yang Normatif pada 
mekanisme BPJPH dalam pengaplikasian sertifikasi halal sebuah produk di 
Indonesia, sehingga peneliti memilih judul “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal 
(Prespektif Maqasid al-Syariah)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dapat dirumuskan pokok 
masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi “Kewajiban Pendaftaran 
Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif 
Maqasid Al-Syariah)?”.  
Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Kewajiban Pendaftaran 
Sertifikasi Halal? 
2. Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Sertifikasi Halal Oleh Badan 





C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Pengertian Judul 
Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal dinyatakan tentang keharusan tiap produk yang berputar serta dijual belikan di 
Indonesia memiliki sertifikat halal. Selaras dengan isi pasal : 
“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 
bersertifikat halal” 
Maqashid Syariah adalah dua kata yang masing-masing terdiri dari Maqasid 
serta al-Syariah. Maqasid wujud jamak kata maqsad,qasd,maqsid, maupun qusudi 
sebagai penurunan kata kerja qasada-yaqsudu, dengan berbagai maksud serta makna 
yaitu, meluruskan jalan (istiqamah al thariq), keadilan (adl), kesengajaan (I’timad). 
Kata Maqashid dalam bahasa Indonesia dengan “maksud” tujuan.13 Sementara 
Syari’ah sendiri asal katanya berarti  الماء الى تحدر المواضع  jalan menuju sumber air, 
dapat diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.14 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Agar penyusunan laporan penelitian menjadi mudah serta lebih terarah serta 
berjalan dengan baik, jadi diperlukan batasan masalah. terdapat ruang lingkup 
masalah yang akan dianalisa yakni: 
 
13Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syariah”, Jurnal  Al -
Azhar Islamic Law Review, Vol.1 No.1 (Januari 2019).  
http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/4  (diakses 24 Januari 2021). 
14Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri 




a. Peneliti akan mengkaji Maqashid al-syariah terhadap kewajiban pendaftaran 
sertifikasi halal 
b. Peneliti hanya akan membahas mekanisme pendaftaran sertifikasi halal Prespektif 
Maqashid al-Syaiah 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ialah mendapatkan refrensi penelitian serta buku yang 
berhubungan dalam riset serta mengetahui keunggulan, kelemahan, kesamaan serta 
perbedaanya. 
Berkaitan dengan penelitian  terdahulu yang berkaitan dengan sertifikasi halal, 
penulis memperoleh sejumlah buku, jurnal serta skripsi antara lain: 
1. Jurnal “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat”, Karya 
Musyfika Ilyas yang membahas mengenai sertifikasi halal yang dipandang 
dari perspektif maslahat yang memberikan perlindungan, jaminan serta 
informasi mengenai kehalalan suatu produk. Kebutuhan konsumen ini dapat 
dikategorikan maslahat dharuriyyah dikarenakan kemajuan teknologi serta 
pengetahuan yang semakin rumitnya membedakan produk yang halal yang 
sudah sesuai standarisasi halal.15 
2. Jurnal “Maqosid Syariah Makanan Halal” Karya Muhammad Tahkim dan 
Mashudi, yang mejelaskan mengenai makanan halal dalam tujuan Maqasid 
Syariah memerintahkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan halal 
dengan berpijak pada 5 unsur pokok; hifdzud din (menjaga agama), hidzu-
 
15Musfika Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespekti Maslahat”, Jurnal Al-
Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol IV, No, 2. (Desember, 2017), h. 363. 




nafs (menjaga jiwa), hifdzul-‘aql (menjaga akal), hifzun nasl (menjaga 
keturunan), dan Ihifdzul mal (menjaga harta benda).16 
3. Skripsi “Kewenagan LPPOM MUI Dalam penentuan Sertifikasi Halal Pasca 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”.  Karya M. Ade 
Setiawan Putra, yang membahas mengenai perubahan kewenangan yang 
dialihkan ke BPJPH yang sebelumnya dilakukan MUI. Dalam 
penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini perlu diliat keefektivitasnya 
sebelum dan sesudah terlaksananya Undang-Undang ini.17 
4. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kewajiban pendaftaran Sertifikasi 
Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jaminan Produk Halal” Karya Zumroh Najiyah. yang membahas mengenai 
bagaimana cara mengimplementasikan pendaftaran sertifikasi halal dalam 
suatu produk sehingga semua masyarakat bahwa kewajiban pendaftaran 
sertifikat halal dalam suatu produk18 
Dari sekian karya-karya monumental ini, peneliti berpandangan bahwa belum 
ada satu peneliti yang mencoba melacak Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal 
Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif Maqasid al-Syariah), 
sehingga judul ini terasa urgen untuk diteliti. 
 
16Muhammad Tahkim, “Maqosid Syariah Makanan Halal”, Jurnal Al-Mabsut Studi Islam dan 
Sosial. Vol.12, No. 1 (2018). https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/72 diakses 30  
Desember 2020). 
17M. Ade Setiawan Putra, “Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penetuan Sertifikasi Halal 
Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum 
UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 40 
18Zumroh Najiah, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran sertifikasi Halal Dalam Pasaal 4 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI 
Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan, Skripsi (Malang: Fak. Syariah dan Hukum UIN 




E. Metodologi Penelitian  
Metode penelitian adalah suatu cara dalam mengatasi suatu persoalan.19 
Umumnya metode penelitian diartikan menjadi sebuah aktivitas ilmiah yang 
dilaksanakan berurutan dari dengan pemilihan tema, penghimpunan data serta 
pengolahan data, supaya bisa didapatkan suatu komprehensif serta pengertian dari 
suatu tema, gejala maupun isu khusus.20 
Berikut beberapa tehnik penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang mengangkat tema Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal 
(Prespektif Maqasid al-Syariah) bila diketahui dari asal katanya yaitu  buku serta 
hasil tulis lainnya (Library research) jadi masuk jenis penelitian deskripsi kualitatif. 
Penelitian deskripsi kualitatif adalah menjelaskan secara teratur, benar dan teliti 
terhadap suatu populasi atau daerah tertentu. Yang memuat sifat, karakteristik dan 
faktor tertentu dan sudah dikonsepkan dalam peraturan perundang-undangan (ilow in 
books) atau sebagai aturan yang sudah pasti menjadi patokan perilaku manusia.21 
2. Pendekatan Penelitian 
sesuai analisis data yang sifatnya deskripsi, pendekatan untuk penelitian yaitu 
kualitatif. Lexy J. Maleong menyatakan penelitian kualitatif merupakan riset yang 
bertujuan mengetahui fakta dari apa yang terjadi dalam subjek penelitian, seperti 
 
19Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cet. 
II, Jakarta: Kencana, 2018), h.3. 
20J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta:  
Grasindo, 2010), h. 2. 




berprilaku, presepsi, dorongan, perbuatan serta berbagai bentuk gambaran dalam 
suatu kalimat yang memiliki konteks alamiah.22 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.23 yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: Pendekatan Normatif, pendekatan ini mengonsepkan hukum sebagai apa yang 
tertulis dalam peraturan perundang-undangan.24 Selain itu pendekatan normatif 
berarti berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang 
berlaku di dalam masyarakat luas. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini memakai metode pengumpulan data yaitu penelaah teks dan ilmu 
kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data 
yang telah dianalisa serta didapatkan melalui riset kepustakaan (library research) 
antara lain. 
a. Bahan Hukum Primer 
Merupakan materi hukum yang memiliki kekuasaan.25 Pada dasarnya memiliki 
hubungan bahan-bahan utama penelitian yang bersifat mengikat serta umunya 
berwujud kumpulan Undang-Undang misalnya : 
1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. 
3) UU No 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. 
 
22Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. IX; Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persaja, 2016), h. 118. 
23Bagong Suyanto dan Sutinah,  Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan 
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 135. 
24Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 6. 




4) UU No 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. 
5) Peraturan-peraturan terkait lainnya. 
b. Bahan Sekunder 
Merupakan materi yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta bisa 
menolong saat analisa, menelaah serta menguraikan materi hukum primer, antara 
lain: 
1) Beragam buku yang berkaitan. 
2) Konsep serta opini dari ahli hukum. 
3) Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan refrensi 
terhadap penulisan ini seperti : internet, buku-buku, jurnal dan lain-lain. 
4. Metode Pengolahan Data 
Penelitian ini  memakai tehnik pengolahan data content analysis (analisis isi). 
Untuk analisa itu dokumen yang dianalisa dinamakan “teks” maupun bentuk dari 
gambaran lambang yang di dokumentasikan. analisis isi mengacu pada tehnik analisa 
yang terpadu serta berdasarkan konsep condong diatur agar mencari, 
mengindentifikasi, menghitung serta menganalisa dokumen agar mengerti arti, 
signifikkan serta relevansi.26 Berikut prosedur analisa data untuk penelitian yaitu: 
a. Mengumpulkan informasi serta mengobservasi agar di penuhinya persyaratan 
yakni validasi serta realibitas, supaya selaras dengan penjelasan. 
b. Menerjemahkan informasi selaku objek observasi supaya diperoleh hasil 
penerjemahan berwujud bukti. 
 
26Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisis Metodologis ke Arah Ragam 




c. Menganalisa informasi yang sudah diterjemahkan kedalam data yang  
mensistematikan memakai hukum, kaidah-kaidah serta konsep yang selaras 
supaya diperoleh kesimpulan yang benar. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui konsep kewajiban terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi 
halal. 
b. Untuk mengetahui mekanisme pendafatran sertifikasi halal dalam prepektif 
maqashid al-syari’ah  
2. Kegunaan Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
Menjadi refrensi untuk akademisi serta para ahli untuk melihat cara aplikasi 
sertifikasi halal sebuah produk yang tersebar di pasaran serta sebagai refrensi untuk 
pengusaha yang hendak melaksanakan prosedur sertifikasi halal produk yang 
diproduksi. 
b. Manfaat praktis  
1) Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh. 




3) Dapat membantu dalam memberikan masukan kepada semua pihak 
yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti. 
4) Dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya 





TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN SERTFIKASI HALAL 
A. Pengertian Sertifikasi Halal 
Dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 
disebutkan dalam Pasal 1 : 
“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan 
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa yang tertulis 
yang dikeluarkan oleh MUI” 
Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut bahwa sertifkasi halal ialah jaminan 
keamanan bagi konsumen muslim agar dapat memilih makanan yang halal. 
Sertifikasi halal yaitu  suatu proses agar mendapatkan sertifikat dengan berbagai 
pemeriksaan yang dilalui, tahapan pemeriksaan agar mendapatkan pembuktian bahwa 
bahan yang digunakan serta tahap memproduksinya, dan sistem jaminan halal produk 
yang diajukan oleh pelaku usaha dengan sesuainya standar halal yang ditetapkan 
(LPPOM MUI).1   
Sertifikat halal ini ialah syarat bagi produsen untuk mendapatkan izin pemberian 
label halal pada suatu produk dari instansi pemerintah yang berwenang.2  
Hasil dari sertifkasi halal ini diterbitkannya sertifikat halal apabila dalam 
pemeriksannya tidak terdapat bahan-bahan yang diharamkan serta bahan yang 
membahayakan kesehatan. Adapun yang dimaksud kehalalan suatu produk yang sesuai 
dengan syariat Islam, yakni: 
 
1Hayyun Durrotal Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan 
Impelementasi”. Jurnal of Halal Product and Research , Vol. II, Nomor 2. ( Desember 2019). H. 72. 




a. Bahan yang digunakan tidak mengandung babi. 
b. Bahan yang digunakan tidak ada kandungan yang diharamkan misal: bahan yang 
berasal dari organ tubuh manusia, kotoran, darah dan lain sebagainya. 
c. Bahan-bahan yang digunakan berasal dari hewan yang halal serta 
penyembelihannya harus sesuai syariat Islam. 
d. Dalam proses penyimpanannya, pengolahannya, pengelolaan serta transportasi 
yang pernah tersentuh oleh babi atau bahan yang diharamkan apabila pernah 
digunakan segera bersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dalam 
pembersihannya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 
e. Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar 
Dalam sertifikasi halal ini tentunya bukan hanya produk dalam Negeri saja yang 
diberlakukan melainkan produk yang berasal dari luar negeripun diberlakukan 
sertifikasi halal. Berhubungan dengan produk luar negeri tentunya sertifikat halal dari 
lembaga sertifikat luar negeri, tentunya ada perbedaan karena perlu diperhatikan jika 
tidak semua standarisasi dari luar negeri dapat diterapkan di Indonesia lantaran di 
Indonesia mempunyai batasan halalnya yang paling ketat serta tidak bisa 
dikesampingkan. Misalnya, diluar negeri babi yang sudah dikelola maka tidak 
diharamkan untuk dikonsumsinya, melainkan di Indonesia berubah apapun serta 
dikelola bagaimanapun tetap diharamkan untuk dikonsumsi.3 Pada pasal 47 Undang-
Undang Jaminan Produk Halal bahwa diluar negeri dapat diterima sertifikat halalnya 
selama sepadan dengan sistem atau standarisasi halal di Indonesia. Dalam hal ini bahwa 
kenyataannya pelaksanaan sertifikasi di luar negeri yang kebanyakan dari non muslim 
 
3Mushudi, Kontruksi Hukum  & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, 




lazimnya hanya menggunakan satu sistem lembaga auditor, pengurus sekaligus 
pemeriksa. 
Sertifikat halal berlaku empat tahun dan harus diperbaharui 3 bulan sebelum 
masa berlaku berakhir sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 
Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya agar 
mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label set iap 
kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, pelaku usaha harus 
dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, 
pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan 
BPJPH yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu 
sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal. 
Adanya jaminan produk halal menjadi sangat penting, mengingat berkembang 
pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik. 
Hal ini berpengaruh secara nyata terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan 
bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya dari 
yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan 
bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.4 
Berdasarkan dengan buku Pedoman yang telah dikeluarkan MUI maka sistem 
jaminan halal tujuannya dari sertifikat halal itu ialah dengan diakuinya secara legal 
bahwa dengan produk yang di kelolanya telah memenuhi standarisasi kehalalan. 
 
 
4Syafrida, “Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan 
Kepastian  Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 , h. 160-161. 
http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/353 (diakses 9 November) 
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B. Asas dan Tujuan Sertifikasi Halal 
1. Asas 
Asas ialah dasar atau sesuatu yang dijadikan sebagai landasan berfikir yang 
paling mendasar atau tumpuan berpikir serta berpendat.5 mengenai asas dalam 
penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu: 
a. Asas perlindungan yaitu dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan 
untuk melindungi masyarakat Muslim. 
b. Keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus 
menerepkan sistem keadilan secara profesional bagi setiap warga negara. 
c. Kepastian Hukum merupakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan 
memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk yang bisa dibuktikan 
dengan Sertifikat Halal. 
d. Akuntabilitas dan transapransi ialah setiap aktivitas pelaksanaan Jaminan Produk 
Halal dapat dipertanggung jawabkan dengan masyarakat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 
e. Efesien serta efektivitas dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang  
dilakukan dengan menitikberatkan pada tujuan yang tepat serta mendatangkan hasil 
dan meminimilisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cepat, 
sederhana, dan biaya ringan serta terjangkau. 
f. Profesionalitas yaitu menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang dilakukan 




5Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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2.  Tujuan Sertifikasi Halal 
Tujuan Sertfikasi Halal, pada ayat (b) Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk 
Halal (JPH) yaitu memberikan peningkatan dan nilai plus bagi pelaku usaha senantiasa 
memproduksi serta menjual produk yang halal. dari bunyi pasal tersebut, dapat kita 
lihat bahwa keberadaan sertifikasi halal dan bertujuan untuk melindungi konsumen 
Muslim serta dengan memiliki tujuan yang ekonomis. Dari beberapa tujuan tersebut 
yang sangat memberikan keuntungan dunia industri yaitu:6 
a. Penduduk Indonesia yang berjumlah  lebih dari 200 juta dan sekitar 87% beragama 
Islam yang sangat berpeluang menjadi pasar yang meciptakan produk-produk yang 
halal serta dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang telah menerapkan sistem 
produksi halal. Pada saat ini tentunya konsumen muslim di beberapa daerah 
cenderung tertarik pada luar negeri dikarenakan produk luar negeri sudah 
memproduksi  dengan menggunakan label halal serta sertifikasi halal yang telah 
terakreditasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 
b. Produk impor seperti makanan, minuman, obat, kosmetik serta produk halal lainnya 
akan mengancam daya saing produk dalam negeri, baik dipasar lokal, Nasional 
maupun pasar bebas serta  belum menyeluruhnya sistem produksi halal di dalam 
negeri, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha. 
c. Konsumen Muslim sadar bahwa sangat penting mengonsumsi dan memakai produk 
halal yang menjadi tantangan yang perlu direspon Pemerintah serta pelaku usaha 
di Indonesia. Bisa di ambil contoh bahwa di pasaran banyak beredar produk luar 
negeri yang belabel halal, akan tetapi produk Indonesia yang diekspor ke beberapa 
 
6Muhammad Djakfar. Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perlindungan Nasional 
dengan Syariah, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 238 
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negara yang mayoritas Muslim tidak bisa diterima karena adanya pencantuman 
label halal di produk tersebut. 
d. Dari banyaknya produk yang ada di Indonesia, sangat kurang yang memperhatikan 
pencantuman labelisasi halal dan sertifikat halal pada produknya. 
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diwajibkannya 
pendaftaran sertifikat dan label halal dapat memberikan jaminan dan melindungi 
konsumen Muslim, serta memberikan tujuan agar terpenuhi tuntutan pasar universal, 
sehingga pelaku usaha atau produsen di Indonesia dapat bersaing di dunia perdagangan 
Internasional. 
C. Dasar Hukum Sertifikasi Halal 
Islam sangat memperhatikan dan memberikan peringatan keras terhadap kaum 
Muslim agar senantiasa mengonsumsi makanan atau minuman yang halal dan tidak 
mengonsumsi makanan dan minuman haram. Islam sangat menjadikan produk halal 
sebagai sebuah kewajiban, terlebih dalam urusan pangan. Mengingat bahwa 
pentingnya untuk mengonsumsi makanan yang halal bagi manusia, dan Allah SWT. 
mengharapkan agar manusia selalu dalam kebaikan, baik jasmani maupun rohani. 
Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Surah al-Baqarah/1: 168 
يأَطَِٰنِۚ إِنَُّهۥ لَكُ  ٱلشَّ َۡرِض َحَلَٰٗلا َطي ِباا َوََل تَتَّبُِعواْ ُخُطَوَِٰت 
ا ِِف ٱۡلأ َها ٱنلَّاُس ُُكُواْ مِمَّ يُّ
َ
َٰٓأ ّٞ يَ مأ َعُدو 
بنٌِي    مُّ
Terjemahnya:  
“Wahai manusia  makanlah dari (makanan) yang  halal dan baik yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan 





 QS. Surah al-Baqarah/2:172. 
ِ إِن ُكنتُمأ إِيَّ  ُكُرواْ ّلِِلَّ ِيَن ءَاَمنُواْ ُُكُواْ مِن َطي َِبَِٰت َما َرزَقأَنَُٰكمأ َوٱشأ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
َٰٓأ بُُدوَن   يَ اهُ تَعأ  
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 
kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 
kepadanya kamu menyembah.”7 
QS. Al-Baqarah/2: 173 
ُطرَّ   َفَمِن ٱضأ  ِِۖ ِ ٱّلِلَّ هِلَّ بِهِۦ لَِغۡيأ
وََمآ أُ زِنِيرِ 
َم َوََلأَم ٱۡلأ أَميأتََة َوٱدلَّ َ بَاٖغ  إِنََّما َحرََّم َعلَيأُكُم ٱل َغۡيأ َ َغُفورّٞ رَِّحيٌم    َوََل ََعدٖ فََٗلٓ إِثأَم َعلَيأهِِۚ إِنَّ ٱّلِلَّ
Terjemahnya:  
“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi 
dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. 
Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan 
tidak (pula) melampau batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha 
Pengampun.8 
Dari surah al-Baqarah di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman 
agar mengonsumsi makan yang halal dan tidak mengonsumsi makanan yang 
diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, serta daging hewan yang disembelih 
tidak menyebut nama Allah,  kecuali jika terpaksa dan tidak melampui batas.9 
Al-Qur’an maupun hadist secara tersurat tidak ada menyebutkan tentang 
sertifikat halal. Akan tetapi secara tersirat tidak ada ketentuan mengenai sertifikat halal 
yang sudah diatur di dalam al-Qur’an maupun hadist yang berkaitan dengan kehalalan 
produk. Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal ialah yang bersumber dari 
ketentuan syariat (al-hukm as-syar’i). agar menjamin pemberlakuan ketentuan syariat 
(al-hukm asy-syar’i). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini yang 
 
7Kementrian Agama RI, al-Qur’an al-karim dan terjemahannya. h. 32  
8Kementrian Agama RI, al-Qur’an al-karim dan terjemahannya 
9Syafrida, “Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan 
kepastian  hukum hak-hak konsumen muslim”,h. 163.  
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berkaitan dengan hukum halal dan haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural 
(al-hukm al-ijra’i). 
Di Indonesia masalah halal dan haram yang merupakan isu sensitif akan tetapi 
selalu mengusik keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Umat Muslim yang ada di 
seluruh dunia amat mengepentingkan atas jaminan halal tidak hanya produk makanan, 
minuman, dan produk lainnya namun juga terhadap proses pembuatannya serta 
rekayasa genetik. Terhadap produk dan rekayasa genetik dimaksud dibutuhkan respon 
normatif dari negara guna memenuhi kebutuhan hak konstitional warga negara yang 
dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, Pancasila. 
Dalam memberikan sertifikat halal pada perusahaan yang memproduksi produk 
barang serta jasa, tentunya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara 
formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat  mengikat.10 Adapun regulasi 
terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya: 
1. SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor: 427:/Menkes/SKB/VIII/1985-Nomor 6 Tahun1985 Tentang 
Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan, Tanggal 12 
Agustus 1985 
Pencantuman label halal pada kemasan produknya wajib mempertanggung 
jawabkan kehalalan yang diproduksinya karena di Indonesia mayoritas penduduknya 
beragama Islam. Sesuai Di dalam pasal 2,3 dan 4 dan 4 SKB Menteri Agama dan 




10Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal , (Malang: 
UIN Maliki Press, 2011). h. 143. 
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“Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/ penandaan makanan 
produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi 
pemeluk Agama Islam.” 
Pasal 3 
1) “Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan 
Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada 
Depertemen Kesehatan RI cq. Direktorat jenderal Pengawasan Obat dan 
Makanan.” 
2) “Dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini, diikutsertakan unsur Depertemen Agama RI.” 
3) “Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 
Keputusan bersama ini dilakukan oleh aparat Depertemen Kesehatan RI.” 
Pemerintah dan Dinas Kesehatan serta didalamnya Depertemen Agama dalam 
surat keputusan bersamanya sejak tahun 1985 bahwa telah mengatur mengenai 
ketetapan mencantumkan label halal pada produk makanan dan minuman, yang 
bertujuan memberikan kejelasan terhadap pemeluk Agama Islam halal tidaknya 
makanan yang dikonsumsinya yang beredar di masyarakat Indonesia khususnya 
konsumen Muslim. 
Akan tetapi, dalam surat keputusan bersama tersebut tidak adanya jaminan 
terhadap kehalalan produk yang telah beredar di Indonesia. Karena sifatnya masih suka 
rela hanya pelaku usaha yang memiliki kesadaran untuk mecantukan labelisasi halal 
diproduknya dan bertanggung jawab terhadap kehalalan produknya dan diwajibkan 
memberikan informasi tentang kompisisi bahan dan tata cara pengelolaannya. 
Sementara pada pelaku usaha yang tidak mencantumkan labelisasi halal diproduknya 
tidak memiliki tanggung jawab terhadap kehalalan produk tersebut. Yang 






2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen 
Perlindungan Konsumen, sebelum dibahas tentang perlindungan konsumen, 
terlebih dulu yang dibahas mengenai Konsumen. Konsumen yaitu adanya penjual dan 
pembeli serta adanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dan adanya barang 
yang ditransaksikan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa konsumen yang 
memakai barang-barang hasil industri seperti pakaian, makanan dan minuman dan lain 
sebagainya. Adapun yang dimaksud dalam istilah konsumen yaitu setiap orang yang 
memiliki barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi, keluarga, rumah tangga dan tidak untuk keperluan komersial.11 Jadi 
dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa perlindungan konsumen adalah segala 
upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan 
kepada konsumen.12 
3. Inturksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan 
Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. 
Melalui Intruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 1991 yang terbit tanggal 
12 Juni 1991, Presiden memberikan instruksi kepada lima menteri-menteri terkait. 
Yang dimana butir pertama mengatakan bahwa pembinaan serta pengawasan produksi 
dan peredaran makanan olahan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Menteri 
Perindustian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan di bawah Kordinasi Menko 
Kestra. Setelah itu dalam butir ketiga menegaskan bahwa mengimplementasikan dari 
butir pertama tersebut instansi-instansi yang terkait membuat aturan sesuai dengan 
 
11A. Nasution, Konsumen dan Hukum. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), h. 73. 
12Republik Indonesia , “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen”. (Bandung: Citra Umbara, 2007). h. 2. 
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kewenangan masing-masing yang memberikan jaminan pemilihan bahan, pengolahan, 
pengemasan, pelabelan serta pemasaran harus betul-betul memenuhi persyaratan mutu. 
Kesehatan, keselamatan, dan kejelasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan 
sesuai dengan keyakinan Agamanya.13 Sampai saat ini, secara umum Intruksi Presiden 
belum dilihat adanya penerapan baik dikalangan industri maupun instansi yang 
memiliki kewenangan serta kekuatan hukum dalam hal ini untuk mensukseskan 
pelaksanaan label halal.14 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya mengamanatkan bahwa 
tujuan didirikannya Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
memajukan kesejahteraan umum yang sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dengan 
ini dapat diartikan bahwa negara memiliki kewajiaban memenuhi kebutuhan setiap 
warganya dengan melalui terciptanya keamanan pangan yang memadai dalam 
pemenuhan kebutuhan dasar serta hak warga negaranya. Dalam konsideran huruf a 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengatakan bahwa 
pangan sebuah kebutuhan dasar manusia yang terpenuhinya haknya dalam 
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan 
pembangunan Nasional. Dengan mencantumkan labelisasi halal pada pangan, maka 
dianggap telah terjadi pernyataan yang dimaksud serta setiap pelaku usaha bertanggung 
jawab terhadap kebenaran pernyataan tersebut.15 
 
13Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 
Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LP POM-MUI, (Jakarta: DEPAG RI, 2008).h. 8. 
14Asep Syaarifuddin Hidayat dan Mustolih,  Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal, 
Jurnal Bimas Islam, Vol: II, No, 3. (Uin Jakarta: 2015), h. 48-49. 
15Sofyan Hasan,  Sertfikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di 
Indonesia (Yogyakarta: t.tp , 2014), h. 26. 
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5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan 
Pengesahan Undang-Undang Tentang Kesehatan telah memperlihatkan bahwa 
keseriusan pemerintah dalam menangani Jaminan Halal. Akan tetapi pengaturan 
mengenai produk halal tidak secara ekplisit diatur dalam Undang-Undang Kesehatan 
hanya saja memberikan tanda atau petunjuk secara umum jika memproduksi, mengolah 
dan mendistribusikan makanan dan minuman dari hasil teknologi rekayasa genetik 
yang beredar dan menjamin keamanannya bagi manusia, hewan yang dimakan serta 
lingkungan.16 Untuk setiap orang dan badan hukum yang mengeluarkan produk serta 
mempromosikannya yang di anggap perlu sebagai makanan dan minuman hasil olahan 
teknologi, dilarang memakai kata yang mengecoh yang disertai klaim yang tidak dapat 
dibuktikan kebenarannya. 
Makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat perlu didasari dengan standar 
atau persyaratan kesehatan lainnya. Makanan dan minuman hanya dapat diedar setelah 
memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang. 
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 Tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan 
Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan 
Pangan Halal tanggal 30 November 2001. 
Keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama sebagaimana tindak lanjut dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dengan 
hal ini dapat diberikan kepastian kehalalan pangan yang dikelola serta diperdagangkan 
di Indonesia. Depertemen Agama dalam keputusannya Nomor 518 yang menetapkan 
Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. serta mengatur 
 
16Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 109. 
29 
 
mengenai ketentuan lembaga pemeriksaan, mekanisme pemeriksa, obyek pemeriksaan, 
sertifikat dan label halal, serta ketentuan pelaksanaan pemeriksaan. Telah diatur bahwa 
yang berwenang atas pembinaan serta pengawasan yaitu Depertemen Agama.17 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamin Produk Halal 
Peraturan 
Sertifikat halal dalam hal ini memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim 
termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH (Jaminan Produk 
Halal). Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur hak dan kewajiban pelaku usaha 
yang telah terdapat pada Pasal 23 sampai Pasal 27. Dalam Pasal 26 pelaku usaha yang 
memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang haram sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 18 serta pasal 20 dikecualikan dari yang mengajukan 
permohonan sertifikat halal. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak serta merta 
yang hanya berkaitan dengan kehalalan produk. Dalam Undang-Undang 
mengecualikan terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk serta bahan yang 
berasal dari bahan yang diharamkan. Dengan ini secara tegas diwajibkannya 
mencantumkan label tidak halal pada kemasan produk tersebut yang bisa dijangkau 
oleh konsumen, tidak mudah terhapus, dan yang tidak terpisahkan dari produk. Agar  
terjamin ketersediaan produk halal, maka perlu menetapkan bahan baku produk yang 
telah dinyatakan halal, baik dari segi bahannya yang berasal dari bahan baku hewan, 
tumbuhan, mikroba, serta bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau 
proses rekayasa genetik. Disamping itu, ditentukan PPH yang merupakan rangkaian 
kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup: penyediaan bahan, 
 
17Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 518 Tahun 2001, Tentang Pedoman Tata Cara 
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Pasal 12 ayat (3). 
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pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 
produk.18 Regulasi mengenai sertfikasi halal yang termuat dalam Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang memberi kejelasan 
perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen Muslim. Beredarnya produk-
produk pangan yang sebelum Undang-Undang ini diterbitkan  yang sebelumnya hanya  
bersifat sukarela saja bagi pelaku usaha akan tetapi setelah diterbitkan Undang-Undang 
Jaminan Produk Halal maka diwajibkan bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan 
produknya yang dipastikan dengan sertifikasi halal. 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 
Produk Halal 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang 
didalamnya terdapat beberapa Pasal yang memiliki kaitan dengan menetapkan 
kehalalan produk pangan, yaitu dalam bab 1 Pasal 4 dan IV Pasal 21, Pasal tersebut 
menjelaskan yaitu: 
Bab 1 Pasal 4 mengenai Kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan produk 
halal 
a. Penyelenggaraan JPH yang melaksanakan adalah menteri. 
b.  Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuknya BPJPH yang dinaungi dan bertanggung jawab oleh menteri. 
 
18Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak 
Bersertifikat Halal”, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No.2. (Agustus, 2016). h. 8-9. 




c. Pada ayat (2) BPJPH berwenang: 
1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. 
2) Menetapkan  norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. 
3) Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. 
4) Melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri. 
5) Melakukan akreditasi LPH. 
6) Mengerjakan registrasi auditor halal. 
7) Mengawasi JPH 
8) Memberikan pembinaan auditor halal. 
9) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar di bidang 
penyelenggara JPH. 
10)  Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
BPJPH bekerjasama dengan: 
11) Kementrian dan lembaga terkait 
12) LPH dan MUI 
Bab IV Pasal 21 Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan 
Majelis Ulama Indonesia: 
1. Adapaun yang menjadi kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana yang 
termuat dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf c meliputi: 
a. Sertifikat 
b. Penetapan kehalalan produk, dan 
c. Akreditasi LPH 
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan 





ANALISIS KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL 
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 
A. Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) 
1. Sejarah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia 
Pada tanggal 6 Januari 1989 dibentuk sebuah lembaga yaitu LPPOM-MUI dalam 
pembentukannya LPPOM-MUI diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan 
sertifikasi halal. dalam hal ini LPPOM-MUI perlu untuk berperan aktif agar 
meredahnya beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Seperti ditemukannya makanan 
yang mengandung babi tentunya dengan didirikannya lembaga LPPOM-MUI agar 
semakin memperkuat posisinya dan menjalankan fungsi sertifikat halal, maka dalam 
kesepakatan dan kerjasama dengan Depertemen Agama, Depertemen Kesehatan dan 
MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan/audit, penetapan 
fatwa, serta menerbitkan sertifikat halal. 
Dalam melaksanakan sertifikasi halal serta prosesnya, dengan ini LPPOM-MUI 
bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BAPOM), Kementrian 
Agama, Kementrian Pertanian, Kementrian Koperasi serta UKM, Kementrian 
Perdagangan, Kementrian Perindustrian, Kementrian Kelautan, dan Perikanan, 
Kementrian Parawisata dan Ekonomi Kreatif dan sejumlah perguruan tinggi di 
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Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Djuanda, UIN, 
Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslim Indonesia Makassar. 
Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi 
Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GSI Indonesia, dan Research 
in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan 
persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar 
di Indonesia. 
Dengan usianya yang ke-29 tahun, LPPOM MUI menjadi lembaga Sertifikasi 
Halal yang pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menujukkan 
eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat Nasional 
maupun Internasional. Pada Tahun 2017 dan 2018 LPPOM-MUI memperoleh 
Sertifikat Akreditasi SNI ISO . IEC 17025 :2008 untuk Laboraturium Halal dan SNI 
Iso / IEC 17065 : 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertfikasi Halal dari komite 
Akreditasi Nasional (KAN) 
Dalam sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang telah direncang serta 
diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh 
lembaga-lembaga sertifikasi. 
2. Visi dan Misi LPPOM-MUI  
Visi LPPOM-MUI yaitu menjadikan lembaga sertifikasi halal terpercaya di 
Indonesia dan dunia serta memberikan ketentraman bagi konsumen Muslim serta 
menjadi pusat halal yang telah diakui secara Nasional maupun Internasional. 
Adapun yang menjadi misi LPPOM-MUI  yaitu: 
a. Mengembangkan serta menetapkan standar halal dan standar audit halal. 
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b. Menyertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi 
konsumen muslim. 
c. Memberikan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar 
senantiasa mengonsumsi produk halal. 
d. Memberikan informasi mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek secara 
menyeluruh.1 
3. Tugas Pokok LPPOM-MUI  
a. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang diajukan oleh produsen agar 
mendapatkan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia. 
b. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang  mencantumkan Label Halal 
pada kemasan produknya. 
c. Memberikan hasil audit secara rinci dan hasil pengkajiannya kepada Komisi Fatwa 
agar mendapatkan pertimbangan hukum, selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat 
oleh Majelis Ulama Indonesia. 
d. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka dengan instansi pemerintah dan 
swasta dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh 
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.2 
4. Wewenang LPPOM-MUI  
Adapun yang menjadi wewenang LPPOM-MUI berdasarkan Surat Keputusan 
tersebut sebagai berikut: 
 
1LPPOM-MUI, “Visi dan Misi LPPOM-MUI”,  dalam 
https://www.halalmui.org/mui14/main/page/visi-misi-vision-mision (duakses 5 Desember 2020). 
2Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000. 
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a. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan bersama-sama melaksanakan 
pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia Daerah. 
b. Mengadakan rapat kerja Nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali. 
c. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal 
kepada umat Islam. 
d. Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan 
dengan pangan, obat-obatan, serta kosmetika, memberikan teguran, peringatan, 
baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal 
yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk produsen yang sengaja 
mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi. 
5. Ruang Lingkup Kerja LPPOM-MUI 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM-MUI) merupakan lembaga teknis dari Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Ruang lingkup usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetika meliputi sertifikasi halal, pelatihan sistem jaminan halal, penelitian dan 
pengkajian ilmiah, sosialisasi dan promosi halal, dan pembinaan LPPOM daerah. 
Sertifikasi halal merupakan inti dari lembaga ini. 
Sertfikasi Halal merupakan suatu proses memperoleh sertifikat halal melalui 
beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan yang ia gunakan adalah bahan yang 




3LPPOM-MUI, “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal”,  (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), h, 8 
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6. Organisasi LPPOM-MUI 
Lembaga ini memiliki perangkat organisasi dalam menjalankan fungsi 
organisasinya, yaitu: direktur, wakil direktur, bidang pembinaan LPPOM provinsi, 
bidang sosialisasi dan promosi halal, bidang informasi halal, bidang auditing, bidang 
Sistem Jaminan Halal (SJH), bidang penelitian dan kajian ilmiah,  bidang standar dan 
pelatihan, bidang administrasi sertifikasi, dan bidang manajemen informasi. 
B. Gambaran Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJH) 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah badan yang baru di 
KEMENAG atau (Kementrian Agama) telah meresmikan Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Rabu (11/10). KEMENAG berwenang 
mengeluarkan sertifkasi halal dan melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang 
diberikan sertifikat halal, setelah sebelumnya berada dibawah Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Dengan hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai badan 
yang baru di kemenag sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  Tentang 
Jaminan Produk Halal, yang menjadi sebuah perubahan besar bagi industri produk 
halal yang baik. 
Kemenang Lukman mengatakan bahwa kehadiran BPJPH ini diharapkan 
menjadi pembangkit bisnis halal di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam terbesar di Dunia.4 
 
4Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Diresmikan Kemenag  
https://kemenag.go.id/berita/read/505865/bpjph-diresmikan--menag--peran-mui-tetap-penting (diakses 
18 Dasember 2020). 
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Sukoso, kepala BPJPH mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinya berwenang 
untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan atau 
mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan 
pembinaan auditor halal, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga menjamin proses sertifikasi produk 
halal hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari kerja. K.H Ma’aruf Amin, 
selaku mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yang mengatakan bahwa 
dengan adanya BPJPH, dalam pengurusan jaminan produk halal akan menjadi lebih 
baik dari yang sebelumnya karena telah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal 
sehingga Sertifikasi halal wajib dilakukan. Karena sebelumnya itu MUI selama 28 
tahun hanya secara sukarela. Namun, standarisasi halal yang dilakukan MUI banyak 
dilakukan oleh negara-negara Islam di dunia. Lebih dari 50 Lembaga sertifikasi halal 
di seluruh dunia mendapatkan pengakuan dari MUI. 
1. Sejarah BPJPH 
BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) masih baru di Indonesia, 
munculnya BPJPH pada tanggal 11 Oktober 2017 yang diresmikan oleh Menteri 
Agama Lukman Hakim Saifuddin di Auditorium HM. Rajidi Gedung Kementrian 
Agama MH.MH. Thamrin, Jakarta. BPJPH dipaksa untuk berlari mengemban tugas 
berat menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Yang dibawah naungan 
kemenag RI sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan penyelenggaraannya BPJPH 
dapat membentuk perwakilan di daerah, sepanjang jika diperlukan.5 BPJPH harus 
dibentuk paling  lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Jaminan Produk 
 
5Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen , (Jakarta: Pranemedia Group, 2016), h. 120. 
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Halal diundangkan. BPJPH sejatinya melanjutkan estafet perjuangan halal yang kurang 
lebih 30 tahun dilaksanakan oleh MUI bersama dengan Lembaga Pengkajian Pangan 
Obat-obatan dan Kosmetika atau yang biasa di singkat dengan LPPOM-MUI. 
Masyarakat berharap dengan adanya BPJPH ini produk halal yang beredar dipasaran 
dapat memenuhi standarisasi halal. 
Dengan berpindahnya pengelolaan dari MUI ke BPJPH maka perlu masa transisi 
yang cukup dan diatur secara halus dan bijaksana. Karena sebelumnya itu MUI hanya 
memberlakukan secara sukarela saja, bagi pelaku usaha yang memiliki kesadaran 
penuh terhadap pentingnya sertifikasi halal. Kini, produk halal sudah menjadi 
kesadaran global bahkan gaya hidup (halal life style). Karenanya dalam mengelola 
produk halal menyelebungi mata rantai yang panjang, dari hulu ke hilir.  
2. Visi dan Misi BPJPH 
Visi BPJPH yaitu menjadikan penyelenggaraan jaminan produk halal yang 
terkemuka di dunia, adapun misinya yaitu:  
a. Terwujudnya sistem layanan registrasi dan sertifikasi yang berkualitas 
b. Terwujudnya sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif. 
c. Terwujudnya jaringan kerjasama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk 
halal. 
d. Terwujudnya manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi 
birokrasi. 
3. Susunanan Organisasi BPJPH 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang merupakan Esselon 1 di 
Kemenag RI. BPJPH yang dipimpin oleh kepala BPJPH yang membawahi 4 Esselon 2 
yaitu 1 sekertaris dan 3 kepala pusat. BPJPH mempunyai 3 Kepala Pusat Registrasi dan 
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Sertifkasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan, serta Kepala Pusat 
Kerjasama dan Standarisasi. 
a. Sekretaris BPJPH yaitu Abdurrahman, yang memiliki kewenangan dalam bagian 
perencanaan dan sistem kepegawaian dan hukum beserta bertanggung jawab pada 
bagian keuangan dan umum. 
b. Siti Aminah, yang merupakan Kepala Pusat  Registrasi dan Sertifikasi Halal yang 
memiliki tanggung jawab pada bidang sertifikasi, bidang registrasi halal, dan 
bidang verivikasi. 
c. Abd. Ammri Siregar, yang merupakan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan, 
yang bertanggung jawab terhadap bidang pembinaan dan bidang pengawasan. 
d. Nifasri, yang merupakan Kepala Pusat Kerjasama dan bidang standarisasi. 
Setelah dibentuknya struktur  organisasi, maka BPJPH telah mengambil beberapa 
langkah yang telah diambil oleh BPJPH agar mempersiapkan pelaksanaan 
penerbitan sertifikat jaminan produk halal diantaranya: 
1) Menyusun pembentukan struktur perwakilan di seluruh provinsi 
termasuk dengan penyiapan sistem aplikasi dan informasi manajemen 
halal yang memadai dalam hal fasilitas dan penyelenggaraan jaminan 
produk halal. 
2) Menjalin  sinergi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 
Bappenas dan Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank 
Indonesia dalam mengupayakan pengembangan industri halal agar 
mendorong pertumbuhan perekonomian Nasional.6 
 
6Anis Saul Fatimah, “Murni Penerbitan Sertfikat Jaminan Produk Halal Pasca dibentuk Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Vol.I, Nomor 1 (Fakultas 
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3) Memfinalkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama 
(RPMA), sekaligus Rancangan Keputusan Menteri Agama 
(RPMA/RKMA) terkait pelaksanaan Undang-Undang RPP JPH. 
4) Menyelesaikan masalah finalisasi regulasi penetapan tarif dan 
penyusunan daftar rincian tarif layanan BPJPH melalui mekanisme 
badan Layanan UMUM. 
4. Wewenang BPJPH 
Adapun yang menajadi wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan 
produk halal adalah sebagai berikut:7 
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. 
b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. 
c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk. 
d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri. 
e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal. 
f. Melakukan akreditasi terhadap LPH. 
g. Melakukan registrasi Auditor Halal. 
h. Melakukan pengawasan terhadap JPH. 
i. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang 
penyelenggaraan JPH.8 
 
Hukum Trunojoyo Madura: .2019), h. 45. https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/150111100008 
(diakses 26 Desember 2020) 
7Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,Pasal 6. 
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf  (diakses 30 Desember 2020) 
8Musfika Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespekti Maslahat”, Jurnal Al-Qadau 
Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol IV, No, 2. (Desember, 2017), h. 363. http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5682 (diakses 1 Januari 2021). 
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Adapun dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan: 
1) Kementrian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi 
kementrian dan/atau lembaga tersebut. 
2) Lembaga pemeriksaan halal, unutk pemeriksaan dan/atau pengujian 
produk. 
3) Majelis Ulama Indonesia, melakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor 
Halal, penetapan kehalalan Produk; dan akreditasi LPH.9 
5. Tugas BPJPH 
Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi 
Tata Kerja atau yang biasa disingkat dengan ORTAKER, Kemenag, dalam Pasal 816 
mengatur bahwa BPJPH memiliki tugas melaksanakan Penyelenggaraan Jaminan 
Produk Halal yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.10 
6. Fungsi BPJPH 
Berdasarkan Pasal 817 Nomor 42 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, BPJPH 
menyelenggarakan fungsi, yaitu diantaranya sebagai berikut: 
a. Mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang 
penyelenggaraan jaminan produk halal. 
b. Menyelenggarakan jaminan produk halal 
c. Memantau dan mengevaluasi dalam pelaporan pelaksanaan di bidang 
penyelenggaran jaminan produk halal. 
d. Menyelenggarakan pengawasan jaminan produk halal 
 
9Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 121. 
10Repbulik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi 
Tata Kerja Kementrian Agama. , Pasal 816. 
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e. Melaksanakan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 
f. Melaksanakan fungsi lain yang telah diberikan oleh menteri. 
C. Prosedur Pendaftaran Sertfikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal 
1. Prosedur Sertfikasi Halal Sebelum Disahkannya Undang-Undang 
Jaminan Produk Halal 
 Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi halal LPPOM-MUI, baik 
industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah potong Hewan, serta 
restoran/katering/dapur, terlebih dulu melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan 
memenuhi persyaratan sertifikasi halal. 
Proses Sertifikasi Halal diawali dengan pelaku usaha melakukan pendaftaran 
sertifikasi halal langsung kepada LPPOM-MUI dengan dua persyaratan yang harus 
dipenuhi sebelum dilakukannya audit, yaitu terlebih dulu harus melengkapi dokumen 
dan pelunasan pembiayaan. akan tetapi sebelum itu, perusahaan harus menerapkan 
sistem Jaminan Halal (SJH), antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim 
Manajemen Halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur 
terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. 
Dalam memudahkan proses Sertifikasi Halal, LPPOM-MUI menerbitkan 
dokumen berupa buku seri SJH/HAS (Halal Assurance System) 23000, buku seri HAS 
23000 ini kemudian dijadikan standar dalam forum Internasional World Halal Food 
Council (WHFC).11 
 




Sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pedoman SJH, maka tahapan untuk 
melewati perusahaan dan yang akan mendaftarkan proses sertifikasi halal, sebagai 
berikut:12 
a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan 
Halal dalam persyaratan sertifikasi halal perusahaan harus memahami yang 
tercantum didalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti 
pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun 
pelatihan online (e-training). 
b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Sebelum melakukan pendaftaran 
sertifikasi halal, perusahaan harus menerapkan SJH. Adapun penerapannya antara 
lain: penetapan kebijakan halal, penetepan tim manajemen halal, pembuatan 
manual SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membuat 
perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM-MUI membuat dokumen pedoman. 
c. Menyiapkan dokumen sertifikat halal Perusahaan harus menyiapkan dokumen 
yang perlu dipersiapkan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar 
bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, 
manual SJH, diagram alir proses, daftar lamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi 
kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. 
d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) Pendaftaran sertifikasi halal 
dilakukan secara online di sistem Cerifivation Online (Cerol). Melalui website 
www. E-Ippommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih 
 
12LPPOM-MUI, “Prosedur Sertifikasi Halal MUI”, https://www.halalmui.org/mui14/ ,(diakses 
5 Januari 2021). 
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dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan 
upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM-MUI. 
e. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi Perusahaan harus 
melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre 
audit disarankan dilakukan setiap hari agar diketahui adanya ketidaksesuaian pada 
hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di 
Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian 
melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh bendahara LPPOM-MUI. 
f. Pelaksanaan audit apabila perusahaan sudah dinyatakan lolos pre audit dan akad 
sudah disetuji. Audit dilaksanakan yang berkaitan dengan produk yang 
disertifikasi. Hasil audit implementasi SJH dinyatakan dalam status impelmentasi 
SJH dan sertifikat SJG. 
g. Melakukan monitoring pasca audit setelah data sertifikasi di upload, perusahaan 
terlebih dulu harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit 
disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada 
hasil audit, dan jika ada yang tidak sesuai agar dapat melakukan perbaikan. Hasil 
penilaian audit diinyatakan dalam bentuk status SJH, yaitu A, B dan C. 
h. Memperoleh Sertfikat halal Adapun syarat Sertifikasi Halal yang diharus diperoleh 
perusahaan yaitu memiliki status SJH minumum B. jika status SJH C, maka 
dokumen status diterbitkan setelah audit. Perusahaan diberikan jangka waktu untuk 
menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ditemukan ketika audit hingga 
dianggap cukup untuk diberikan status B. Lamanya jangka waktu yang diberikan 
untuk menyelesaikan sertifikasi pada HAS 23000 yaitu 3 atau 6 bulan. Perusahaan 
dapat mengunduh Sertifikat Halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal 
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yang asli dapat diambil dikantor LPPOM-MUI Jakarta dan dapat juga dikirm ke 
alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun.13 
2. Prosedur Sertifikasi Halal Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 



















13Cahyowati, dkk., “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikat Halal 
Dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa ”, Jurnal Terpadu, Vol I, No,3. (Juli 2020), h. 403. 
https://jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/jurnalpepadu/article/view/128  (diakses 7 Januari 2021) 
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Adapun tata cara dalam memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan  
Sertifikat Halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan dilengkapi 
dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan produk yang 
digunakan dan proses pengolahan produk.14 
BPJPH selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Setelah 
berkas dinyatakan lengkap oleh BPJPH , maka proses dilanjutkan pada LPH (yang 
telah diakreditasi oleh BPJPH yang bekerjasama dengan MUI) agar dilakukan 
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Auditor Halal yang telah 
disertifikasi oleh MUI. BPJPH memerintahkan LPH  untuk melakukan pemeriksaan 
dan pengujian produk selama 5 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.15 
Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan jika terdapat bahan 
yang diragukan kehalalannya, maka LPH melakukan pengujian di laboritium.16 
Dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh LPH maka 
dilaporkan kepada BPJPH. Dengan selanjutnya BPJPH menyerahkan hasil audit LPH 
pada MUI untuk memperoleh penetepan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. 
Majelis Ulama bersama dengan pakar, unsur kemetrian atau lembaga, dan Instansi 
terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal 
Produk yang ditandatangani oleh MUI dan menjadi dasar penerbitan Sertifkasi Halal 
dilakukan dalam kurung waktu 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan 
dan pengujian LPH dari BPJPH.17 
 
14Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 29. 
15Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 30 
16Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 31. 
17Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 33. 
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Dengan ditetapkannya status suatu produk Halal, maka BPJPH menerbitkan  
Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penetapan 
Halal Produk diterima dari MUI.18 Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun 
sejak dteribitkannya oleh BPJPH, kecuali jika terdapat perubahan komposisi Bahan. 
Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan 
pembaharuan Sertifikat Halal berakhir.19 Dan biaya yang dibebankan oleh Pelaku 
Usaha yang mengajukan Sertifikasi Halal dalam rangka memperlancar pelaksanaan 
penyelenggaraan JPH.20 
Dengan menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, maka BPJPH melakukan 
pengawasan terhadap LPH, masa berlaku Sertifikat Halal, Kehalalan Produk, 
Pencantuman Label Halal, Pencantuman keterangan tidak halal, Pemisahan Lokasi, 
tempat dan alat pengolahan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, 
serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Pengawasan terhadap JPH dapat 
dilakukan oleh BPJPH dan kementrian dan/atau lembaga terkait yang memiliki 
wewenang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama.21 
Sementara dalam proses Labelisasi Halal, yang berwenang dalam penerbitan dan 
mencabut label halal pada produk yaitu BPJPH. Dan dalam menetapkan BPJPH 
membentuk Label Halal yang berlaku secara Nasional. Pelaku usaha yang telah 
mendapatkan Sertifikat Halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan Label Halal 
 
18Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  , Pasal 35. 
19Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 42 
20Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 44. 
21Melissa Aulia Hosanna, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jaminan Produk Halal Terhadap Penda ftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan”, Jurnal Hukum 
Adigama, Vol.1 No.1. (t.p. 2018). https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2155 
(diakses 7 Januari 2021). 
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pada kemasan, bagian tertentu, atau tempat tertentu dari produk, dimana label harus 
mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak. 
3. Proses Sertifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law terdapat kemudahan dalam 
mengatur ketetapan kehalalan suatu produk. Jika dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi” 
penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dikeluarkan 
MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk”. Tetapi kemudian direvisi oleh 
Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law bahwa ketetapan kehalalan produk bisa 
juga oleh organisasi masyarakat Islam berbadan hukum (ORMAS). Hal ini tercantum 
didalam Pasal 33 yang berbunyi “penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dan 
dapat dilakukan oleh ormas Islam yang berbadan hukum”. Yang selanjutnya penetapan 
kehalalan produk itu dilakukan di dalam sidang fatwa halal.  
Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari sejak 
MUI/ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/ atau 
pengujian produk dari badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Setelah 
penetapan kehalalan produk disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan 
sertifikat halal. untuk sertifikasi halal sendiri menurut Pasal 42 ayat (1) “sertifikasi 
halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan 
kompisisi bahan. Sertifikasi halal bisa diajukan perpanjangan paling lambat 3 bulan 
sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.  
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, biaya sertifikasi halal 
menurut Pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwa biaya dibebankan kepada pelaku yang 
mengajukan permohonan. Terdapat kelonggaran di ayat (2) yakni bagi pelaku usaha 
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mikro dan kecil tidak di kenai biaya alias gratis. Sementara, bagi pelaku usaha yang 
sudah memiliki sertifikasi halal, namun ternyata produk yang dimiliknya tidak terjaga 
kehalalannya, maka menurut pasal 56 ayat (1) dan (2), pelaku usaha yang tidak 
menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal, dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 2 miliar, dan apabila tidak bisa membayar denda, 
pelaku usaha tersebut akan dipidana penjara selama lima tahun.  
D.  Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal 
Pada dasarnya perintah sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan jika dilihat 
sebelumnya MUI memberlakukannya hanya sukarela saja akan tetapi saat ini kita 
melihat kondisi yang terjadi saat ini, pembaharuan sektor pangan dengan sertifikasi dan 
labelisasi halal menjadi penting. 
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 
yang telah disahkan oleh Presiden RI ke-6 (enam), yaitu bapak Susilo Bambang 
Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, pada hari yang sama, Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia bersatu (KIB) II Amir Syamsuddin 
telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal. Dalam Undang-Undang tersebut yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa 
produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib 
bersertifikat halal. Dalam hal ini Pemrintah bertanggung jawab dalam 
menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).22 
 
22Setkab, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014/ Pemerintah harus bentuk Badan 





Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 
menyatakan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam ini diperlukan, BPJPH agar dapat 
membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan 
organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. 
Di Indonesia dalam konteks ini, sertifikasi halal ini pada posisi ini hukumnya 
menjadi wajib karena tanpa sertifikasi dan labelisasi konsumen tentunya perlu 
mendapatkan informasi dan memastikan konsumen Muslim menjalankan kewajiban 
yang diperintahkan kepadanya. Tanpa adanya label halal diproduk tidak dapat  
dipastikan kehalalan makanan yang akan dikonsumsinya pada produk pangan yang 
mass production  dan  credence chara. Kewajibannya disini terletak pada kewajiban 
mengonsumsi makanan halal, bukan kewajiban pada sertifikasi dan labelisasi halal 
akan tetapi karena ketidakmampuan konsumen Muslim memastikan kehalalan produk 
yang akan dikonsumsi pada mass production daan credence characteritic food, kecuali 
hanya dengan informasi melalui sertifikasi dan labelisasi halal tersebut, maka 
sertifikasi dan labelisasi saat ini menjadi wajib.   
Perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena 
produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas 
konsumennya merupakan pemeluk Agama Islam serta kepercayaannya tentu 
mewajibkannya untuk mengonsumsi makanan tertentu. Indonesia yang mayoritas 
penduduknya adalah Muslim yang mewajibkan agar mengonsumsi makanan halal. oleh 
karena itu, informasi mengenai kandungan produk makanan beserta informasi 
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kehalalan produk yang menjadikan standar makanan sebelum didistribusikan kepada 
masyarakat. 
Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali jika terdapat 
nama produk dan label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH), serta dalam peredaran produk yang berlabelisasi halal memberikan signal 
credential kepada produsen dan konsumen akan memahami bagaimana memilih 
produk yang berlabel halal yang terjamin kehalalannya. Pada akhirnya konsumen 
Muslim akan lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi dibandingkan 
dengan produk yang tidak ada label halalnya. Banyaknya produk makanan yang tidak 
berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat, karena kehalalan suatu produk yang 
menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang yang 
akan dibelinya.  
Dari penjelasan yang disebutkan diatas bahwa dalam kewenangan LPPOM MUI 
dalam melakukan penyelenggaraan dan sertifikasi halal terkesan setengah hati karena 
dapat kita lihat bahwa tidak adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan 
sertifikasi halal agar mendapatkan legalitas kehalalan serta tidak adanya sanksi apapun 
itu baik, pidana maupun perdata bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi 
halal serta pelaku usaha yang melanggar. Dengan melihat berbagai kasus yang terjadi 
di Indonesia maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal. dalam kentuan Undang-Undang tersebut sebagai 
berikut: 
1. Dalam Pasal 4 yang mengatakan dengan tegas bahwa produk yang masuk, 
beredar serta diperdangangkan di wiliyah Indonesia wajib bersertifikasi halal. 
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2. Dalam Pasal 5 mengatakan bahwa penanggungjawab penyelenggaraan 
Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu pemerintah. Agar terlaksana untuk 
menyelenggarakan JPH, dibentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri.  
3. Pasal 6 menegaskan bahwa BPJPH mempunyai kewenangan dalam hal 
penyelenggaraan JPH, yang telah disebutkan diatas. 
4. Pasal 7 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dalam pasal 6, BPJPH 
melakukan kerjasama dengan kementrian terkait, MUI, serta lembaga 
pemeriksaan halal. 
5. Pasal 8 menjelaskan  bahwa BPJPH bekerjasama dengan MUI dalam bentuk 
auditor halal, penetapan kehalalan produk, serta akreditasi LPH. Dalam 
penetapan kehalalan produk yang dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan 
Penetapan halal produk. 
Yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu makanan, minuman, 
kosmetik, produk kimiawi, obat, produk biologi serta produk genetik dan barang 
gunaan yang dipakai atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang beredar 
wajib dinyatakan halal yang sesuai dengan syariat Islam. Serta produk yang beredar di 
Indonesia harus memiliki memiliki JPH agar memberikan kepastian hukum terhadap 
kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. dalam hal ini 
bertanggung jawab yaitu Kementrian Agama sebagaimana yang termuat dalam 
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23Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015, 






PRESPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP KEWAJIBAN          
SERTIFIKASI HALAL 
A. Konsep Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Prespektif Maqashid al- 
Syariah 
Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari 
segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Dikalangan ulama ushul 
fiqh, tujuan hukum itu biasa disebut dengan maqashid syariah. 
Maqashid syari’ah sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan 
Syari’ah. Maqashid merupakan bentuk jama’ dari mufrad maqashad. Qashid, 
Maqashid atau Qushud yang kata kerja diambil dari qashada, yaqshidu,qashdan. 
Secara bahasa, maqshad yaitu sandaran, pengarahan (penjelasan), dan istiqamah 
dalam menempuh jalan.1 maka dengan demikian, maqashid al-syariah berarti 
kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum, jadi yang dimaksud 
dengan maqashid al-syariah yaitu yang menjadi tujuan persyariatan hukum dan yang 
menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.2 Menurut 
 
1Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid al-Syariah”, Jurnal al-Daulah, Vol.4 N0.2. 
(Desember 2015). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487 (dia kses 10  
Januari 2021). 
2Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan Agung, 
Vol. XLIV, No.118. (Juni-Agustus, 2009),h. 119. 




Asy-syaitibi Maqashid Syariah dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama 
maqashidus syari’ (tujuan Tuhan). Keduaa maqasidul mukallaf (tujuan mukallaf).3 
Istilah Maqashid Syariah yang diungkapkan oleh Abu Ishak al- Syatib yang 
tertuang dalam kitab Muwaffaqat jus 2 adalah: 
الشارع  قيام مصاحلهم ىف الدين والدنيا معاهذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد   
Terjemahannya:  
“Sesungguhnya  syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah 
dalam mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia secara bersama-sama”.4 
Izzuddin mengatakan bahwa semua maqashid bertujuan untuk memelihara 
aturan-aturan hukum yang ada dengan cara tahqiqil masalih (mewujudkan 
kemaslahatan) dan dar’ul mafasid (menolak hal-hal yang merusak.5 Dalam maqashid 
syariah Al-Ghozali membaginya menjadi dua, Maqashid yang terkait dengan Agama 
(ad-din) dan maqashid yang terkait dengan hal duniawi (ad-dunyawi).  
Secara Substansial maqashid syariah yang dikemukakan Syatibi dalam al-
Muwafaqat yaitu kemaslahatan serta kemaslahatan itu dapat dilihat dari dua sudut 
pandang yaitu; pertama, maqashid al-syariah (tujuan Tuhan). Kedua, maqashid al-
mukallaf (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, maqashid al-syariah 
mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari Syar’I menetapkan Syariat yaitu 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) penetapan syari’at sebagai sesuatu 
yang harus dipahami; (3) penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang harus 
 
3Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah (Beirut: Dar al-Kutub al-
Alamiyah,t.th) jilid 2,3. 
4Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, (Kairo: Musthafa Muhammad,t.th), jilid 2, 
h.374. 
5Izzuddin bin Abd al-Salam, Al-Qawa’id al-Shurga, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashirah, 
1996), h. 11. 
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dilaksanakan; (4) penetapan syariat guna membawa manusia ke bawah lindungan 
hukum.6 
Dalam kitab al-Mustafa yang ditulis Imam Al-Ghazali, mengatakan: 
وهو أن حيفظ ين ابملصلحة: احملافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من اخللق مخسة نع
فكل ما يتضمن حفظ هذه األعليهم دينهم ونفسهم وعقلهم  صول اخلمسة فهو مصلحة ونسلهم وماهلم 
هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحةوكل ما يفوت   
Terjemahannya: 
“kami maksudkan dengan maslahah itu ialah menjaga akan tujuan atau maksud 
syara’. Dan maksud syara’ dari penciptaan itu ada lima perkara. Yakni, 
hendakla memelihara ke atas mereka (daripada segi) agama, diri,akal, 
keturunan dan harta mereka. Jadi, setiap perkara yang mengandungi 
perlindungan terhadap lima perkara tersebut, maka lainnya adalah Maslahah, 
manakala segala perkara yang terkeluar dari pada lima perkara tersebut makan 
ianya adalah Mafsadah, dan menolak kemaslahatan.7 
Imam Izuddin ibnu Abdi Salam membagi Maqashid kepada tiga tingkatan, 
yaitu: Maqashid Kulli, yaitu tujuan disyariatkannya hukum yang mengandung 
maslahat paling tinggi dan utama. Yakni mashlahah yang menolak segala kemafsatan 
serta mendatangkan kemashlahatan yang paling kuat, baik bagi pelakunya maupun 
bagi orang lain (masyarakat). pada tingkat ini, maqashid diklasifikasi pada tiga level: 
(1) Maslahah darurat; (2) Maslahah hajiyat; (3) Mashlahah tahsiniyyat.8 
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan serta menjauhi kerusakan di dunia 
maupun di akhirat, para ahli  ushul fiqih  meneliti dan menetapkan ada lima unsru 
pokok yang perlu diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari al-Qur’an serta 
 
6Achmad Musyahid Idrus, “Korelasi Maqashid al-Syariah dengan Metode Penetapan 
Hukum”. Jurnal Hukum diktum, Vol.12 No. 1 (Januari 2014), h.33  
http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/193 (24 Januari 2021). 
7Al-Ghazali, Al-Mustafa, Jilid 2, (barerut:darul fikr, t.th), h.482. 
8Zulhas’ari Mustafa, “Kualifikasi Maqashid al-Syariah dalam Konteks Penetapan Hukum 
Islam”. Jurnal al-Daulah Vol. 3 No.2 (Desember, 2014), h.150. http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433  (diakses 24 Januari 2021) 
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tujuan Syariah (Maqashid Syari’ah) kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang 
harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian 
dari  dharurriyat, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini makan akan 
memberikan kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kelima 
hal tesebut, al-Syathibi membagi Maqashid al-syariah menjadi dharuriyyah hajiyah 
dan tahsiniyah.9 
1. Dharuriyyat (Kebutuhan primer) 
Dalam tingkatan kebutuhan yang harus ada bila tingkatan kebutuhan ini tidak 
terpenuhi, maka akan terancam  keselamatan umat manusia. Al-Syatibi mengatakan 
ada lima hal yang termasuk dengan kategori dharuriyat sesuai dengan konsep yang 
selalu menjadi acuan dalam merumuskan Maqoshid Syariah dalam sertifikasi halal 
ini didiskripsikan dalam kelima pokok ad-dharuriyyatul khams sesuai peringkatnya 
masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok kemaslahatan, yakni 
agama (din), jiwa (nafs), keturunan (nasb), harta (mal), serta memelihara akal (aql).10 
secara urutan peringkatnya sebagai berikut: 
a. Hifdz al-Din (Memelihara Agama) 
Pelaku usaha ketika ingin menjual produknya ke pasaran maka wajib 
bersertifikasi halal karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam perlu 
memperhatikan aspek kehalalannya dari produk yang akan dijual atau diedarkan 
dipasaran. Pelaku usaha perlu memperhatikan komposisi bahan-bahan apa saja dalam 
membuat produk makanan. 
 
9Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), h. 351. 
10Abdi Wijaya, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah”. Jurnal Al-
Risalah Vol. 15 No. 2 (November, 2015), h. 216. http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/844  (24 Januari 2021) 
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b. Hidz al-Nafs (Memilihara Jiwa) 
Dalam ketentuan sertifikasi halal ini memberikan pengakuan secara formal 
bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. sehingga pelaku 
usaha memberikan label ke produknya bahwa produk yang dijual sudah terjamin 
kehalalannya dan memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen tidak 
perlu merasa takut atau cemas terhadap kehalalan produknya. Jika konsumen 
mengonsumsi makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi maka akan mengancam 
keselamatan jiwanya. Dalam kasus bahwa produk yang dikonsumsi itu terdapat 
formalin tapi tetap saja dikonsumsi secara tidak langsung akan menimbulkan 
gangguan kesehatan. Produsen tentunya perlu memperhatikan keamanan dan 
kandungan gizi pada makanan. Dengan makanan yang terjamin mutunya, agar 
membantu konsumen memenuhi haknya yakni hak untuk mempertahankan hidupnya. 
c. Hifdz al-Nasl (Memelihara Keturunan) 
Konsumen perlu memilih atau mengonsumsi produk yang tidak akan 
membahayakan dirinya serta keluarganya. Inilah perlunya adanya sertifikasi halal 
sehingga pelaku usaha memberikan label pada produknya bahwa produk yang 
dikelola terjamin kehalalannya karena dalam hal ini tentu konsumen berhati-hati 
dalam memilih produk karena akan membuat celaka bagi dirinya dan kemungkinan 
dengan anggota keluarganya. 
d. Hifdz al-Mal (Memelihara Harta) 
Dalam hal ini sertifikasi halal memberikan nilai plus bagi pelaku usaha karena 
jika pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH dan memenuhi standar 
sertifikat halal maka menambah minat pembeli untuk membeli produknya karena 
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sudah terjamin kehalalan produknya. Tentunya akan memberikan keuntungan besar 
bagi pelaku usaha. 
e. Hidz al-Aql (Memilihara akal) 
Akal adalah suatu hal yang dapat membedakan kita dengan makhluk Allah 
yang lainnya. Dengan akalnya manusia bisa berfikir, disinilah eksistensi akal itu. 
Maka dalam ketentuan kewajiban sertifikasi halal ini tentunya pelaku usaha perlu 
memperhatikan bahan-bahan yang ia gunakan karena konsumen sangat 
memperhatikan kehalalan suatu produk dan konsumen juga berfikir yang mana 
produk benar halal dan layak untuk dikonsumsi. 
Dari kelima hal yang diatas dapat disebut dengan adz-dharuriyyatul khamsah 
(lima pokok kemashlahatan).11dharurriyyat merupakan hal yang mutlak harus ada 
pada diri manusia, karenanya Allah swt. menyuruh manusia untuk melakukan segala 
upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan 
perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima 
dharuriyyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau 
mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. 
Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok 
itu yaitu tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua yang mengandung 
kemaslahatan bagi manusia. 
2. Hajiyat (Kebutuhan Sekunder) 
Hajiyat yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak 
mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan kita tidak terpenuhi dalam 
kehidupan dunia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. 
 
11Muhammad Tahkim dan Mashudi, Maqosid Syariah Makanan Halal, h. 5. 
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Akan tetapi, keberadaannya dibutuhkan agar memberikan kemudahan serta 
menghilangkan kesukaran dan kesulitan dan kehidupan mukallaf. 
3. Tahsiniyyat (Kebutuhan tersier) 
 Tahsiyyat tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan 
mengancam salah satu dari yang lima pokok diatas dan tidak pula  menimbulkan 
kesulitan. Merupakan sesuatu yang sebaiknya ada agar memperindah kehidupan. 
Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak.12 
Dari penjelasan diatas mengenai Maqashid Syariah dapat kita lihat dari 
Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal bahwa penyelenggaraan jaminan produk 
halal ini bertujuan sebagai berikut: 
a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kepastian tersedianya 
produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi serta menggunakan produk. 
b. Memberi peningkatan terhadap pelaku usaha agar memproduksi dan menjual 
produk halal. 
B. Mekanisme Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Prespektif Maqashid 
Syariah 
  Adapun mekanisme  yang telah ditentukan dalam UUJPH maka dapat 
diuraikan mengenai tata cara dalam memperoleh sertifikat halal yang mana diawali 
dengan : pelaku usaha dengan pengajuan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH 
yang dibawah naungan KEMENAG (Kementrian Agama). Melengkapi berkas 
dengan mengisi berkas serta kelengkapan administrasi dan data pendukung lainnya 
yang diajukan oleh pelaku usaha. Sesudah itu pemeriksaan dokumen dilakukan 
 
12Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencanan, 2005), h. 233-235. 
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BPJPH setelah berkas dinyatakan telah lengkap dilimpahkan ke pelaksanaan audit 
oleh LPH yang telah mendapatkan akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan 
MUI. Pelaksanaan audit oleh LPH, LPH akan menguji dan memeriksa produk 
tersebut. Setelah hasil audit sudah keluar yang berupa BAP (Berita Acara 
Pemeriksaan)  maka diserahkan ke BPJPH, BPJPH akan menindak lanjuti jika dalam 
pelaksanaan audit, jika dalam proses pemeriksaan LPH menemukan barang yang 
tidak halal dan najis maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH 
penggantian bahan agar ditindaklanjuti kepada pelaku usaha. Berkas hasil audit LPH 
yang dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk di Sidang fatwa yang dilakukan MUI 
agar menetapkan kehalalan suatu prroduk berupa keputusan Penetapan Halal Produk 
yang ditanda tangani MUI. Jika dalam Komisi Fatwa, ditemukan bahwa produk 
tersebut mengandung unsur babi atau benda najis lainnya yang belum melaui proses 
pensucian yang diterima shara (tathir), Komisi Fatwa akan menolak pengajuan 
sertifikasi tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perubahan bahan atau proses 
yang diragukan sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap 
produk. 
Dalam maqashid syariah ketentuan mekanisme Pendaftaran Sertifikasi Halal 
merupakan kebutuhan  Dharurriyat, karena pada dasarnya kebutuhan  Dharuriyyat 
ini untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat sehingga terbagi menjadi 
lima unsur pokok yaitu:  Hifdz al-din (agama), Hifdz al-Nafs, (Jiwa), Hifdz al-Mal 
(harta), Hifdz al-Nasl (keturunan), Hifdz al-Aql (Akal). 
a. Hifdzud din (menjaga Agama) terlealisasi dalam mekanisme Sertifikasi halal, agar 
menjaga pola kehidupan yang dilakukan terus-menerus agar selalu sesuai dengan 
prosedur halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah swt.  
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b. Hifdzun nash (menjaga keturunan) dalam ini yang paling ditekankan agar 
melahirkan generasi-genarasi Muslim yang cerdas yang tidak hanya mampu 
berinovasi namun tetap bisa menjalankan amar ma’ruf nahi munkar. Cotohnya 
menyelenggarakan  sosialisasi sertifikasi halal. 
c. Hifdzul mal (menjaga harta benda) dalam hal ini dapat diwujudkan melalui 
peningkatan UMKM dari yang mempunyai sertifikat halal. dengan sertifikat yang 
dimiliki bagi pelaku usaha dapat meningkatkan omset pelaku usaha. 
d. Hifdzun nafs (menjaga Jiwa) dan Hifdzul aql (menjaga akal) terealisasi dalam 
tahap penyusunan manual SJH  agar dapat mengawasi konsistensi UMKM dalam 
menerapkan sistem jaminan halal, serta tahap audit dan tahap test laboraturium 
yang dilakukan LPH dan diterapkan BPJPH untuk mendeteksi adanya bahan yang 
berbahaya dan bahan haram contoh adanya bahan aditif, babi, khmar, dll. 
 Dalam pembahasan ini juga,  maqashid al-syariah tidak saja menjadi faktor 
yang paling menentukan dalam melahirkan komponen-komponen produk halal yang 
dapat berperan ganda sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa sosial agar terwujud 
kemaslahatan manusia, akan tetapi selain itu, maqashid syariah dapat memberikan 
dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk halal yang dilahirkan dalam 
aktivitas ijtihad produk halal kontemporer. Maqashid al-syariah yang memberikan 
pola pikir yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-
produk halal. sedangkan pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pikir yang 
formalistik dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqashid al-syariah produk 
halal dapat berkembang dengan baik dan dapat direspon kemajuan bisnis yang 




C. Maqashid Syariah sebagai Tujuan Pendaftaran Sertifikasi Halal 
Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal ini 
dianggap sebagai langkah awal, untuk kemudian dapat dianggap sebagai manifestasi 
serta gambaran wujud adanya prinsip-prinsip maqashid syariah dalam regulasi 
tersebut. Oleh karena itu dapat dijelaskan dua hal pokok yang menjadi tujuan 
sertifikasi halal dalam analisa dibawah ini. 
Petama, bahwa kewajiban sertifikasi halal ini bertujuan memberikan 
kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian kepada masyarakat dengan 
adanya labelisasi halal yang tercantum di produk. Rasa nyaman masyarakat 
(produsen/costumer) yang menjadikan hal untuk diprioritaskan, dikarenakan dengan 
nyaman seseorang puas dalam mengonsumsi suatu produk tertentu, khususnya 
produk tersebut jelas kehalalannya.  
Tidak hanya kenyamanan yang dibutuhkan melainkan keamanan. Keamanan 
yang dimaksud disini yaitu hal yang terjamin dan amanya produk yang dikonsumsi 
masyarakat dari yang tidak halal. Masyarkat Muslim sangat mementingkan Produk 
Halal dan dalam ini juga dilindungi oleh Undang-Undang yang telah berlaku di 
Indonesia. 
Selain dari dua itu, dilihat dari aspek keselamatan dan kepastian ketersediaan 
produk halal di Indonesia. Dengan adanya kepastian produk halal di Indonesia, dan 
bagi masyarakat Muslim, adalah sesuatu yang mutlak yang harus ada di dalam 
kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban Negara Indonesia 
melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan bagi Muslim 
yang mengonsumsi produk-produk yang halal, yang utamanya berkaitan dengan 
makanan serta minuman yang halal. dalam mengonsumsi makanan dan minuman 
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tentunya sudah kewajiban dan anjuran Agama untuk mengonsumsi makanan dan 
minuman yang halal, karena kalau tidak mengonsumsi hal yang halal, maka tentunya 
melanggar syariat Islam. 
Kedua, bahwa kewajiban Sertifikasi halal ini bertujuan untuk meningkatkan 
nilah plus bagi pelaku usaha agar memproduksi serta menjual produk yang halal. 
yang merupakan tujuan yang pragmatis dalam dunia bisnis dan usaha, melainkan ini 
juga bagian dari syiar terhadap ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Akan tetapi jika 
dilaksanakan dalam tatanan sistem serta mekanisme bisnis yang modern, tentunya 
akan meningkatkan nilai plus bagi pelaku usaha. 
Pelaku usaha apaupun itu, dan beragama manapun, ketika ia hendak menjual 
produknya di suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka 
sangat penting jika dia memperhatikan dari segi kehalalannya, tentunya jika produk 
yang dipasarkan itu tidak berlabel halal maka tentunya akan dijauhi costumer atau 
konsumen yang beragama Islam. Jadi perlu diperhatikan bahwa perlu penyesuaian 
jika produknya ingin laku terjual di negara yang mayoritas Islam. 
Dalam maqashid syariah, ada dua tujuan yang ada dalam Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yaitu komponen penting yang 
harus terwujud dalam kehidupan manusia, agar kehidupan manusia bisa dianggap 
sebagai kehidupan yang optimal. Agar memberikan rasa aman, nyaman, keselamatan 
dan kepastian adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia dan yang 
penting dahruri dalam kehidupan umat Islam Indonesia, sehingga perlu untuk 
diwujudkan, salah satunya melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Bahkan keberadaan Undang-Undang 
Jaminan Produk Halal sangat selaras untuk mendukung keberadaan regulasi yang ada, 
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Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik 
kesimpulan sebagai berikut; 
1. Maqashid syariah terhadap kewajiban pendaftaran  sertifikasi halal ,secara 
substansialnya sebagai maslahah dengan kata lain yaitu kebaikan serta 
kesejahteraan dalam memberikan manfaat. Dalam maqashid syariah ada lima 
pokok tujuan di dalamnya, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa 
,memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara akal, yang esensinya 
terhadap kewajiban pendaftaran serfikikasi halal sangat berkaitan.  Dimana 
didalam maqashid syariah ada inti pokoknya salah satunya menjaga akal, 
karena jika melihat secara luas pemaknaannya  mengenai akal . Dengan artian 
bahwa jika akal yang tidak mampu untuk berpikir dengan baik mengenai 
kemasalahatan maka akan berpengaruh kepada sistem tubuh yang lain yang 
di pengaruhi oleh produk yang tidak halal. Jadi kewajiban pendaftaran 
sertifikasi halal itu diharuskan dengan koridor kemaslahatan masyarakat  
yang tentunya memberikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran 
serta tujuan Maqasid Syariah. 
2. Mekanisme Pendaftaran Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal tentunya membutuhkan tahapan yang begitu ketat yang 
prosedurnya memerlukan beberapa tahapan untuk mendapatkan sertifikat 
67 
 
halal itu. Melengkapi berkas dengan mengisi berkas serta kelengkapan 
administrasi dan data pendukung lainnya yang diajukan oleh pelaku usaha. 
Sesudah itu pemeriksaan dokumen dilakukan BPJPH setelah berkas 
dinyatakan telah lengkap dilimpahkan ke pelaksanaan audit oleh LPH yang 
telah mendapatkan akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. 
Pelaksanaan audit oleh LPH, LPH akan menguji dan memeriksa  produk 
tersebut. Setelah hasil audit sudah keluar yang berupa BAP (Berita Acara 
Pemeriksaan)  maka diserahkan ke BPJPH, BPJPH akan menindak lanjuti 
jika dalam pelaksanaan audit, proses pemeriksaan LPH menemukan barang 
yang tidak halal dan najis maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada 
BPJPH penggantian bahan agar ditindaklanjuti kepada pelaku usaha. Berkas 
hasil audit LPH yang dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk di Sidang 
fatwa yang dilakukan MUI agar menetapkan kehalalan suatu prroduk berupa 
keputusan Penetapan Halal Produk yang ditanda tangani MUI. Jika dalam 
Komisi Fatwa, ditemukan bahwa produk tersebut mengandung unsur babi 
atau benda najis lainnya yang belum melaui proses pensucian yang diterima 
shara (tathir), Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut 
serta memberikan rekomendasi untuk perubahan bahan atau proses yang 
diragukan sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal 
terhadap produk. Dengan ini dalam pelaksanaannya BPJPH sangatlah 
memperhatikan kehalalan suatu produk karena kita lihat dari segi tujuan 
Sertifikasi Halal yang memberikan kenyamanan, keamanan kepada 
konsumen serta memberikan peningkatan terhadap pelaku usaha agar 
memproduksi dan menjual produk yang halal. Maka dari itu jika dilihat dari 
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mekanisme pendaftaran sertifikasi halal yang berdasarkan langkah-langkah 
Pengajuan dan pengerjaannya itu sudah sesuai dengan Maqashid al-Syariah. 
B. Implikasi 
1. Dengan adanya kewajiban pendaftaran sertifikasi halal ini maka perlu 
diperhatikan bahwa pelaku usaha dapat merepon dengan baik agar segera 
mendaftaran produknya ke BPJPH agar mendapat sertifikasi kehalalan suatu 
produk.  
2. Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat 
dijadikan literatur berikutnya yang sama-sama membahas mengenai  















Abd al-Salam bin Izzuddin, Al-Qawa’id al-Shurga, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashirah, 
1996. 
Agustin Husnul. “Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan 
Yuridis, Normatif dan Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2016. 
Al-Asyhar Thobieb. Bahaya Makanan Haram. Jakarta: PT. al-Mawardi Pria, 2003. 
Al-Ghazali, Al-Mustafa, barerut:darul fikr, t.th.Jilid 2.  
Ali Zinuddin. Metode Penelitian Hukum Cet. VII; t.t. Sinar Grafika, 2016.                                                             
Al-Syatibi Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Beirut: Dar al-Kutub al-
Alamiyah,t.th jilid 2,3. 
Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet. IX; Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persaja, 2016. 
Asri, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak 
Bersertifikat Halal. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No.2. 
http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/353   
(diakses 25 November 2020). 
Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Kairo: Musthafa Muhammad,t.th, jilid 
2. 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Diresmikan Kemenag 
https://kemenag.go.id/berita/read/505865/bpjph-diresmikan--menag--peran-
mui-tetap-penting (diakses 18 Desember 2020). 
Badan Standardisasi Nasional (BSN): MUI sebagai Lembaga Sertifikat Halal yang 
Kompeten 
Bakry Muhammad Muammar. “ Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syariah”, 
Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review, Vol.1 No.1 (Januari 2019). 
http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/4 (diakses 
24 Januari 2021) 
Bakry Muhammad Muammar. dan Eko Saputra S, “Problematika Penyembelihan 
Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguhminasa Kabupaten Gowa 
(Standarisasi LPPOM MUI)”. Jurnal Shautuna Vol.1, No.2 (Mei 2021). 
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/13720 
(diakses 24 Januari 2021). 
70 
 
Berita, “Kandungan Babi”. Bersama Dakwah. https://bersamadakwah.net/temukan-
kandungan-babi-muaikan-cabut-sertifikat%20halal-solari  (diakses 22 Juli 
2020) 
Buchori Abdul Shomad, dkk. Bunga Rampai Petunjuk Halal, Surabaya: Lutfansah 
Mediatama, 2004. 
Bungin Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisis Metodologis ke Arah 
Ragam Variasi Kontemporer. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007. 
Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal.  
Malang: UIN Maliki Press, 2011. 
Cahyowati, dkk., Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikat 
Halal Dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa, Jurnal Terpadu , Vol I, 
No,3. (Juli 2020) 
https://jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/jurnalpepadu/article/view/128 
(diakses 7 Januari 2021). 
Dea, “Jual Ste Padang Mengandung Babi Pedangan Bisa Kena Pidana”, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190131152416-12-365429/jual-
sate-padang-mengandung-babi-pedagang-bisa-kena-pidana  (17 Januari 2021) 
Djakfar Muhammad, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perlindungan 
Nasional dengan Syariah. Malang: UIN Maliki Press, 2013. 
Efendi Junaedi, Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cet. 
II; Jakarta: Kencana, 2018. 
Efendi Ssatria, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencanan, 2005. 
 F.S, Miftakhul, “Mie Instan Tanpa Label Beredar di Pasaran”, 
https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2017/mi-instan-tanpa-label-
halal-beredar-di-pasaran/  (7 Januari 2020) 
Faridah Hayyun Durrotal. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan 
Impelemntasi. Jurnal of Halal Product and Research, Vol II No. 2. Desember 
2019. 
Fatimah Anis Saul, Murni Penerbitan Sertfikat Jaminan Produk Halal P asca dibentuk 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Jurnal Simposium Hukum 
Indonesia, Vol.I, Nomor 1. (Fakultas Hukum Trunojoyo Madura :2019) 
https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/150111100008  ( diakses 26 
Desember 2020). 
Hidayat Asep Syarifuddin dan Mustolih Sirdj, Argumentasi Hukum Jaminan Produk 
Halal, , Jurnal Bimas Islam, Vol: II, No, 3.  (Uin Jakarta: 2015). 
Hosanna Melisa Aulia, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk 
Makanan, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No.1. (2018). 
71 
 
https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2155 ( diakses 7 
Januari 2021). 
Ibrahim Jabal Tarik dan Ainun Rahib, “Stndarnisasi Sertifikat dan Labelisasi Halal 
serta Pengawasannya”, Jurnal Besar, (t.tp, 1196) 
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009 (diakses 23 Juli 
2020). 
Idrus Musyahid Achmad, “Korelasi Maqashid al-Syariah dengan Metode Penetapan 
Hukum”. Jurnal Hukum diktum, Vol.12 No. 1 (Januari 2014). 
http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/193 (24 Januari 
2021). 
Ilyas Musfika, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespekti Maslahat”, Jurnal 
Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol IV, No, 2. Desember, 
2017. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5682  
(diakses 1 Januari 2021). 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an al-karim dan Terjemahannya. Solo: Tiga Serangkai, 
2018. 
Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 518 Tahun 2001, Tentang Pedoman Tata Cara 
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Pasal 12 ayat (3). 
Kristiyanti Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. t.t., Sinar Grafika, 2009. 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 
Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LP POM-MUI, Jakarta: DEPAG RI, 
2008.  
LPPOM-MUI, “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal”. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008. 
LPPOM-MUI, “Visi dan Misi LPPOM-MUI”, 
https://www.halalmui.org/mui14/main/page/visi-misi-vision-mision (diakses 5 
Desember 2020). 
LPPOM-MUI. Prosedur Sertifikasi Halal MUI, https://www.halalmui.org/mui14/  
(diakses 5 Januari 2021). 
Mushusi, Kontruksi Hukum  & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk 
Halal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. 
Mustafa Zulhas’ari, “Kualifikasi Maqashid al-Syariah dalam Konteks Penetapan 
Hukum Islam”. Jurnal al-Daulah Vol. 3 No.2 (Desember, 2014). 
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433/1461 
(diakses 24 Januari 2021) 
72 
 
Nadiah, Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman 
Label Halal Secara Ilegal, Skripsi. Jakarta: Syariah  dan Hukum UIN Syarif 
Hidayatullah, 2014. 
Najiah Zumroh. Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal dalam Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi 
pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota 
Pasuruan).Skripsi Malang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik 
Ibrahim. 2016. 
Nasution A, Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, t.th. 
Nata Abdillah. Metodologi Studi Islam. Cet.III; Jakarta: Raja Grafindo, 1999. 
Puspita Fika, dkk. Kehalalan Produk Pangan, http:// aprienkurniawan04. Blogspot. 
Co.id/ 2013/04/ makalah-pangan-halal. Html. (diakses 21 Juli 2020) 
Putra M. Ade Setiawan, Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penetuan Sertifikasi Halal 
Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Skripsi. Jakarta: 
Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah. 2015. 
Raco.J.R. Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya 
Jakarta:Grasindo, 2010. 
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun2016 Tentang 
Organisasi Tata Kerja Kementrian Agama, Pasal 816. 
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan 
Iklan. 
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Susunan 
Organisasi Kementrian Agama, 
https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PP/esaf1452072379.pdf ( diakses 8 Januari 
2021). 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal, Pasal 6. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf (diakses 
30 Desember 2020). 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 
109. 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. Bandung: Citra Umbara, 2007. 
Rusman Syahrin, “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal 
Haramnya Bisnis MLM (Multi Level Marketing)”, Skripsi. Makassar: Fak. 
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016. 




Setkab, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014/ Pemerintah harus bentuk Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal”, https://setkab.go.id/2014/11/page/17/ ( 
diakses 8 Januari 2021). 
Shidiq Ghofar, Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung, 
Vol. XLIV, No.118. (2009). 
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/1
5 (diakses 10 Januari 2021) 
Sofyan Hasan,  Sertfikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di 
Indonesia. Yogyakarta: t.tp 2014. 
Sulistiani Siska Lis. Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri 
Halal Di Indonesia, Jurnal Law and Justice, Vol. III No. 2. (Oktober 2020). 
http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7223 (diakses 15 Januari 
2021) 
Supardin, “Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer”, Jurnal Al-Qadau 
Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), h.151.  http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7106  (24 Januari 2021). 
Suyanto Bagong dan Sutinah. Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif 
Pendekatan Jakarta: Kencana, 2010. 
Syafrida, Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi 
Perlindungan Dan Kepastian  Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, Jurnal 
Hukum, Vol. II NO.2. http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-
ADIL/article/view/353 (diakses 9 November 2020) 
Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh, Jakarta:Rajawali Press, 2006. 
Tahkim Muhammad, “Maqoshid Syariah Makanan Halal”, Jurnal Al-Mabsut Studi 
Islam dan Sosial. Vol.12, No. 1 (2018). ). 
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/72 (diakses 30 
Desember 2020). 
Wijaya Abdi, “Cara Memahami Maqashid al-Syariah”, Jurnal al-Daulah, Vol.4 N0.2. 
(Desember 2015). http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487 (diakses 10 Januari 
2021). 
Wijaya Abdi. Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah”. Jurnal 
Al-Risalah Vol. 15 No. 2 (November, 2015). http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/844 (24 Januari 2021). 




 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Sitti Nurfaika Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 23 Agustus 1998. 
Yang merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Mulai Mengecap 
Pendidikan di MIN BATU PITUMPANUA hingga tamat pada tahun 
2011. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MTS Al-Mubarak DDI 
Tobarakka selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2014. Kemudian 
melanjutkan lagi Pendidikannya di MA Madani Alauddin Pao-Pao 
selama tiga tahun hingga tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun ini 
pula melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka pilihannya ditetapkan 
pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Kemudian Memilih Fakultas 
Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Dan atas berkat dan 
rahmat Allah Swt., penyusun berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah yang 
diprogramkan pada tahun 2017 selama 3 Tahun 5 Bulan 15 Hari. 
Rasa syukur tak henti penulis ucapkan, karena diberikan kesempatan untuk 
mengecap pendidikan Perguruan Tinggi di UIN Alauddin Makassar dan berharap 
dikemudian hari ilmu yang diberikan oleh para dosen, organisasi, dan teman seperjuangan, 
dan jurusan dapat menjadi bekal di dunia dan akhirat, dengan mengamalkannya pula.  
